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ABSTRAK

Nama ¢ DON ARFAN
Program Studi . Magister Kenotariatan
Judul Tesis o Jugl Beli Hak Atsg Tanah Berdsgarkan Hukum

Adat yang Dijadikan Dasar LUntuk Pendaftaran
Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Cibinong Mo, 35/Pdt.G/2002/PN.CBN)

Tesis i membahaz mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum
adat yang dyjadikan dasar untek pendafiaran tansh dengan menganslisa suatu
putusan pengadilan Negeri Cibinong. Peneliian ini menggunakan motode
penclitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ind dapat
memberikan gambawn tentang  kedudukan jual beli tanah vang dilakokan
berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan
bagaimana perlindungan hekum serfa penyelesaian hukum terhadap pemegang
hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendafiaran tanah
akibat jeal beli berdasarkan pada daem adat, dan hasil penelitian disarankan
bahwa jua! beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT vang
berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT scbagai mitra Kantor
Pertanahan selslu membenkan informasi serta melakukan penyuluhan lentang
Hukum Tanah Masional kepada masyarakat setempat agar ferciptanya kepastian
hukum dan adanya pedindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

Kata Enngi
Jual Beli, Hukum Adat, Pendaflaran Tanah
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ABTRACT
Name : DON ARFAN
Study Frogram : Master Kenotariatan
Thesis Title - Sell Buy Land Rights Bazed on Customary Law o be the

primary Registration for Land (Analysis of District Court
Decision Against Cibinong No. 55/Pd1.G/2002/PN.CBN)

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on
customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision
of the Court Cibinong. Research using this method of rescarch with a gualitative
approach normabive, so that this research can provide a snapshot of the sale and
purchase is based on customary law in the positive Jaw in Indonesia and how the
protection and legal settlement of the last holder of the righis that are difficulf to
perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of
research sugpested that the sale and purchase rights to the land should be done
before the authorized PPAT and PPAT office lang below as a patner of the Land
Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide
information and conduct espionage on national fand law to the Jocal community in
order 1o fo create legal certainty and the protection of the law nghts over land,

Keyword :
sale and purchase, customary law, land registration.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Keinginan Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan
Undané»iéndang Dasar 1843 adalah melindung: segenap Bangsa Indonesiz dan
seluruh lumpah darahk Indonesiz dan untuk mermajukan Kesejahtersan umom,
mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melksanakan ketertiban duniz vang
berdasarkan kemerdekaan, perdamzian abadi dan keadilan sosial.  Pembangunan
yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia saat imi, adalah penibangunan disegala
bidang yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, poliik dan
pertabanan keamanan, yang untuk itu diharapkan semua lapisan masyarakat ikut
berperan serta dalam pembangunan, demikian juga maka pembangunan dalam
bidang hukum di barapkan pula dapat menunjang pembangunan pada sekior-
sektor lainnya.

Program yang berlangsung terus dan telsh digatakan Pemeriniah antara
fain adalah progtam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan
untuk mendukung upava-upays dalsm mewujudkan sapremasi hukom terufama
penyempurnaan terhadap Peraturan Porundang-Undangan wansan Kolorial dan
Hukum Nasional yang sedah fidak sesusi dengan peraturan dan perkembangan di
masyarakat, vang sasaran program ind adalah ferciptanya harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan yang sesuai dengan aspirasi masyatakat dan kebuluhan
pembangunan. Kegialan pokok vang dilakukan antarz lainm menyusun Undang-
Undang yang mengatur tata cara penyusunan Peraturan Perundang-lUndangan
yang membuka kemungkinan nntuk mengakomodasi aspitasi masyarakat dengen
fetap mengakut dan menghargai Helam Agama dan Hukum Adat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi sssamn uatuk dilakukan
perubahan adaiah undang-undang di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang

Universitay Indonesia
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Nomor § Tshun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {UUPA),
yang berkaitan dengan masaiah perianahan,  Tanah secara hukum memegang
peranan kunsi bagi kehidupan manusia, baik secara individualperorangan
maupun sgcara  sosialkemasyarakatan, Peranan kunci, karena tanah dapat
‘menentukan keberadaan dan keberiangsunpan hubungan dan perbuatan hukum,
baik bagi din individe mavpun implikasinya bagi orang lain.

Konsiderans Undeng-Undang Pokok Agrarta (UUPA) Nomor 5 Tahun
19490 menecpgaskan peranan kunci tanah yattv bahwa bumi, air dan ruang angkasa
mempunyal fungsi yang amat penting untuk membangun masyatakat yang adil
dan makmur. Dalam konteks ini, penguasaan dan penghakan atas tanah terutama
adalah {ertuju pada perwajudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan
magyarakat.

Mengingat penting dan strategisnya arti fanah, maka harus ada svatu
lembaga yanp memiliki otoritss seperti Negara untulk mengeiola dan mengatur
keberadaan dan persnen tapah. Dalam Undang-Usdang Dasar 1945 hasil
Amandemen Keempat pasal 33 ayat {3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan
alam vang terkandong didalzmnyz dikvasal oleh Negara dan dipsrgunakan antuk
sebesar-besammya bagi komalkmuran rekyat, Dimana ketentuannya imembenkan
kekuasaan pada Negara untuk mengatur pemelibsraan den penggunaan bumi
(lanak} dap air dan kekayaan alam yang ads disclurubh wilayah Indonesia
dipergunskan sebesar-besarnya bagi kemakmuran makyat.!

Hak menguasat Nepara meourot kelentvan Pasal 2 ayat (2) UUPA,
memberikan wewenang pads Negam untuk tiga hal

a. Mengatur dan menyelengparakan perantukan, penggonaan, persedizan
dan pemneltharaan bumi, air dan rueng angkasa;

b.  menentukan den mengatur hubungan-hubungan hokum aniare orang-
orang dengan bumi air dan ruang angkass;

¢,  menentukan dan mengatur hubungan bukom antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang menegenal bumi air dan reang
angkaga.® : . '

' Budi Huarsoun, * Hukum Agraria edonesia, Sgiarak Pembentiban Undang-Undang
Pakek Agraria, isi don pelaksenaanyd”, Takaria: Dipesbatan, 1997, Rlm. 218
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Berdasarkan kefentuan fersebut di atas, maka Negara berwenang untuk
mengatar dan menyelenggarakan perunfukan dan peaggungan tanah termasuk
hak-hak kepemilikan atas tanah baik vang sudah ada maupun yang belum ada.
Negara berwenang sntuk melakukan pendaftaran dan menerbitkan surat {anda
bukti/sertipikat hak kepemilikan perorangan atau badan (Badan Hukum
Indonesia) atas tanah.  Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, disebutkan
bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hokum oleh Pemerintah maka diadakanya

penddafiaran  tanah diselorub  wilayah Republik Indomesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-Uindang »,
Selanjulniva pada ayat (2) difentukan bahwa:

* pendafiaran tersebut pada ayat (1) pasal ind meliputi:

#. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanak;

b. Pendafiaran hak-hak atas tanzh dan perzlihan hak-hak tersebut;

¢. Pemberian serat-surat tanda buki, yaup berdlskn schagai alat
permbuktian yang kuat

Manfaat diteksanakannya pendafiaran tanah teri}ad:ap pemilik tanah adalah
untuk mempersieh sertipikat yang dapat dipakai scbagai landa bukfi yang kuat
dan untwk menjarun kepastian hukum bagi suatu hak atas tapah. Sedangkan
terhadap Pemerintah adalah apar tereiptanya pendataan atas bidang-bidang hak
atas tanah atay sebagai terth administrasi pertanahan.

Menurut Budi Harsono, sertipikat atai surat tanda bukfi hak tersebut
berlaku scbagai alat pembuktian, yang berarti bahwa keterangan-keterangan yang
tercantom. di dalammys mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai
keterangan yang dapat membuktikan sebaliknya? Ketentuan pendaftaran tanah
sepertl yang dimaksad dalam pasal 19 ayat (1) terscbut adalah pendafiaran secara
hukum {rechrkaduster aten legai kadaster). Dalam konteks pendaftaran secara
hukum, maka pendafiaran tanah menjadi perintah Undang-Undang kepada
Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah tentang pendafiaran fanah,
dalam hal ini telah terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1961 tentang

? Buds Harsono, Undang-indang Pokok Agraria, begize 1, Jlid UK, Jakarts: Djarubatan,
981 '
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Pendaftaran Tansh, kemudian telah dinubah dengan Peraturan Pomerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendsfiaran Tanah,

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Talun 1997
mendefenisikan Pendaftaran Tanah sebagai berikut ;°

“Rangkaian keglatan yang dilakukan oleh Pemerintah secarg ierus
menerys,  berkesinambungan  dan  feratur, meliputl  penpumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharasn data fisik dan
data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenat bidang-bidang fanah
dan satan-satuan rumsh sesun, termasuk pemberian surat tanda buks
haknya bapi bidang-bidang tangh vang sedah sda haknya dan hak milik
atag satvan rumsh susun seria hak-hak terfentu yang membebaninya.™

P=lakesanaan pendafiaran tanah menyangkut dus jenis kegiatan, yaitu :
Pendafaran tavah pedama kali (ritial regisiration’ dan pemeliharaan data (dara
muintenance). Khusus mengenai pemelibaraan data pendaftaran tanah dilakukan
apabila terjadi perubaban data fisik atau data yuridis taneh yang telah didaftar.
Ketcntuan mengenai wajib daftar ini juga sejalan dengon pasal 4 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan wajib daftar ini dimaksudkan
utituk menerapkan asas mutakhir pendaftaran fansh, sebagsimane dinyatakan
dalem pasal 2 Perstwran Pemerintah Nomor 24 Tabun 1287 yang menvebutkan
bahwa :

“pendaftaran dilaksanakan berdasarkan zsas sederhana, zman, tetjangiia;z,
mutakhir dan terbuka.”

Aszas mutakhir menuniut dipcliharanya data pendafiatan {anah secara terus
mencrus dan  berkesinambongan, schingga data yang tersimpan di Kantor
Pertanahan seclaln sesuai dengan kenyalaan nyata dilapangan, dan supaya
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai dats yang benar setiap saat.
Perbuatan hukum peralihen hak afas tanak hanya dapat didafiarkan jika dibuktikan
denpan akta yang dibuat oleh FPejabat Pembuat Akts Tanah (PPAT) vang
berwenang menurut ketentuan Peratursn Perundang-Undangan yang berlaku

Menurut pasal 37 ayat (1} PP Nomor 24 Tehun 1997 Tentang Pendaflaran
Tanah disebutkan bahwa :

* Indonesia, Peraturan Pemeritiah Tentans Pendafiaran Tanak, P¥ No. 24 Tahun 1997,
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“peralihan hak atas tansh dan hak milik atay satuan rumakh susun melslii
jual beli, wkar menukar, hibah, pemssukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainya, kecnall pemindahan hak melalui
lelang hanys dapat didaftar jika dibuktikan dengan akia vang dibuat oleh

Pejabat Pembust Akta Tansh yang berwenang menurut ketentuan

Perundang-Undangan yang berlakn.”

Ak Pejabat Pemmbuat Akta Tanah (PPAT) dibuat untuk membuktikan
adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanak dan bangunan kavens
menyangky! tentang kepastian hukum atas tensh dan juga mermgadi salah sate
sumber data bagi peraeliharaan data pendaftaran tanah, dan oleh karena itw wajib
dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untek
pendafiaran peralihan hak yang bersanpkutan (pasal 103 ayai (2) PMNA/KEPN
Nomor 3 Tahun 1997). Proses pendaftaran tanah yang tidak dilakukan dengan
akia otenitk, maka akta vang dibuat schubungan dengan perolehan hak {ermsebut
tidak dapat membuktikan adanya perolehan hak atas tanah, Dengan demikian,
ketentuan pendaftaran tanah menghendaki dibuatnya skta otentik untok setiap
perbuatan hukum yang mengakibatkan perolehan hak,

Menurat PP Nomor 24 Tahen 1997, perolehan hak atag tanah bisa terjadi
karena periaihan hak, salah satunya adalah jual beli. Pada umumnya fransaksi jual
beli merupakan cara peralihan hak atas tanah yang paling sering dilakukan
dimasyarakat, yaitu dengan akta otentik dan skta dibawah tangan, Walaupun
kedua cara ini umum diterima sebagai cara jual beli yang sah, akan tetapi kedua
cara jual beli ini membawa akibat hukum yang berbeda.

Peralihan hak atss tanah yang dimaksud oleh Peraturan Perundang-
Undangan adalah perzlthan yang memenuh: ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1560 tentang Peraturtan Dasar Pokok Agraria, pasal 19, junto Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tatwn 1997, dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997, Peralihan
hak atas tanah moesurut Peraturen  Perundang-Undangan  tersebut  diatas
menghendaks dipenuhinya ketentuan harus dibuat dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang, yailu PPAT atay Camat yang diangkat sebagai PPAT, demgan
demikian pemlihan hak atas tanah harus dibuat dengan akla otentik oleh PPAT
sesual dengan wilaysh kerja dimana gkta ity dibuat.
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Mengenai perahihan hak atas tanah melalui jusl beli sampai sekarang
belum dapat ditafsirkan adanya pengafuran tepas didalam hulm positif kita.
Berdasarkan ketentuan pasal 5 UUPA yang menyebutkan bahwa ©

“Hukum Agrana vang berlake afag bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan Bangsa, dengan sosialisme
[ndonesia sexia peraturan-poraturan yang tercantum  dalam  Undang-
Undang ini dengan Peraturan lainys, segala sesuate dengan mengindahkan
unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama,”

Berdasarkan ketentuan UUPA tersebul, maka peralihan hak atas fanah
melslw jual beli bersumber pada hukum adat. Hukum adat menyebutkan bahwa
jual beh hak atas tanah berpindah karens jual beli bersifat terang dan fumai
Dengan kata Jain, jika jual beli hak atas fanah tidek dilakukan dihadapan PPAT
maka terhadap jual beli tersebut tetaplah sah, karena sal tidakaya suaty perbuatan
matzril tidak terkait pada pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 seperti vang telah
disabutkan diatas.

Tentang kasus yang berkaitzn dengan hal-hal tersebut diatas, yaitn suatn
kasus yang dianalisis berdasarkan dan putusen Pengadilan Negeri Cibinong vang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap vang teffadi pada ahun 2002, Bahwa
pembelt dalam hal ini Ny, Manina Christy Tugiah (sebaga: pcmheli' atau

“pemegang hak terakhis} mengalami kesolitan untuk mendaflarkan hak afag

tanahoya, hal ini diakibatkan pembeli (pemegang bak terakhin) mengaland
kesulitan untuk membuktikan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yvang
tanpa dilakukan dibadapan FPAT.

Kantor Pertanahan setempat sebagai instansi yang berwenang untuk
melaksanakan pendailaran tansh menolak, karema pembeli dianggap tidak
membuktikan hak atas tansh yang telah dibelinya. Antara penjoal dan pembeli
dalam hal ini hanys mendasarkan tindakan jual beli yang dilakukanryz berdasar
pada hukum kebiasaan setempat atau hukum adat, dimana dengan aﬂanya suaty
itkad batk antara penjual dan pembsli dan telah didapatnya kata sepakat juga telah
dilakukanya pembayaran atas jual beli tersebut maks jual beli tersebut adalah sah.

Jual bell fanah menurut hukum sdat, atau lazim dinamakan “jual lepas”
berstfal terang dan tunai. Terang artinya peralihan hak atas tanah dari penjual
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kepada pembeli harus dilakukan dihadapan Kepaia Adat atau Kepala Desa, Tuna
artinya peraliban hak atas tanah dari penjual kepada pembeli tegad: serentak dan
secara bersamaan dengan pembayaran harga {(dianggap fupas  walaupun
kemvataanya hanya dibayar uang muka/paniar) darf pembeli kepada peniual,
Mengenai jual beli tanah mennrut hukum adat, Budi Harsone berpendapat;

“Paiam hekum adat “juai beli fanah” bukan perbwatzn hukom yang
merupakan apa yang disebut “peganjian obligatoir”. Jual beli tanah dalam
hukum adat merupakan perbuatan pemindaban hak dongan pembayaran
tnal. Artimya barga yang diselujul bersama dibayar penuh pada saat
dilakukan juai heli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidek ada
pengettian penyershan yundis sebagal pemenvhan kewajiban hulum
penjval, karena justru apa yang disebut “jual beli tangh” in adalah
penyerahan bak atas tanah yang dijual kepads pembeli yang pada saat
yang sama membayar penub kepada penjual harga vang telah disetuiui
bersama. Maka jual beli tanah menurst pengerfian hukum adat im
pengaturanya termasuk hukue tanaf™’?

Sebagai buktl telah ferjadi jual beli dan selesai peralihan hak tersebut,
diluatiah “surat jual beli tamabh™ yang ditands tangani oleh pihak penjual dan
mhak pembeh  desgan dissksikan oleh Kepals Adat/Hepala Desa dan
Sekretaris/Staf Desa, yang fungstnya adalah untuk

s Menjamin kebenaran ientang status tanahnya, pemegang haknya, dan
keabsahan bahwa teleh dilaksanakan sesual dengan hukum yang beriaku

(“torang);

b. Mewakili Wargs Desz (unsur publisitas).”
Mengenai turat sertanya pihak keiga, yaity kepals Adat/Kepala Desz dan
Sekretanis/Staf Dese, dalam fransaksi tangh tidak merupakan syarat muilak sntuk
sahnya transaksi tersebut.

Mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
jual beli dianggap sah apabils memenuhi unsuy pasal 1320 KUHPerdata, Jual beli
adalah suatu perfanjian dimana pihak yang satu {penjual) mengikatkan dirinya
untnk  menyerabkan (hak milik stas) suaty bends dan pihak vang lain
berkewanban unfuk membayar harge yang (elah diperanjikan, sehingga jual beh

* Budi Harsono, Mukum Agraria Indonesia, Cp-Cit, hlm. 27428
* Ibid, him. 27-28
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dianggap telah terjadi antara kedua belah pihsk pada saat dicapai kata sepakat
maengenai benda yang diperjual belikan beserta harganya, walaupun benda belum
diserabkan dan belum dibayar.

Berkaitan dengan adanya permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang
dihadap oleh pemegang hak terakhiv {pembeli} untuk melakukan pendafiaran
sehingga pembeli harus melakukan vpaya-upaya terfentu agar tanah yang dibeli
dengan itikad baik tersebut dapat didaRarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, maka berdasarkan uralan dari latar belakang
tersebut diatas, penulis perlu melakukan penclitian vang akan dituangkan dalam
bentuk tesis dongan judul
Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Yang Dijadikan Dasar Untuk
Pendaflaran Tansh (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong
N 85/Pd GRODZPN.CBN).

1.2 Pokok Permasalahan
Fokok permasalaban dalam penulisan tegis ini dibatagi sesuai dengan judul
tesis tersebut diatas, hal ini dimaksudkan apar pembshasan tidak terfalu
menyimpang dari materi penulisan Pokok permasalahen ini berdagarkan pada
latar belakang pemmssalahan yang telah dikemukaban diatas, maks pokok
permasalahan yang skan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagal berikut :
1. Bagaimanaksh kedudukan jual beli hak atas tanah berdasarkan Hukun Adat
didalam hulum positif di Indonesia 7
2. Bagaimanaksh perlindungan hulam terbadap pembeli yang beritikad baik
sebagai pemegang hak terskhir apabila jual beli hak atas tanah dilakukan
berdasarkan Hukum Adat 7
3. DBagaitmanakah penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pemegang hak
terakhir sebagai pembeli untuk dapat melakukan pendafiaran tanah apabila
jual beli bak atas tanab tersebut dilakukan berdasarkan Hukum Adat?
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1.3 Metode Peaelitian

Metode penelitan yang digunakan dalam penglitian ini adalah metode
penclitian normatif, yang mepganalisa sistimatika hukum yang meliputi subyek
hukum, hak dan kewayiban, perbuatan hekum, hubungan hukum dan obyek
hukum, yang dalam hal i menganalisa suatu perbuatan hukum tentang jual beli
hak atas tanah berdasarkan hukum aday, sedangkan pihak pemibeli dan pihak
penjual sebagai subyek hukum dan scbidang tanah hak milik vang menjadi ohyek
jual belinya, Adanya perbuatan hukum jual beli hek atas tanah yang dilakukan
berdasarkan hukum adat mengakibatkan fimbuelnya hubungan hukum antara pihak
pembeli dengan hak atas tanah sebagai obyek hukum. Dengan adanya hubungan
hukurm yang melekat antara subyek hukum dan obyek hukum, maka timbulah hak
dan kewajiban dad pihak penual denpan pibak pembeli, olch scbab itu penelitian
ini menitik beratkan pada bubungan hukum antas pihak penjual dengan pombeli
yang menimbulkan adanva hak dan kewajiban dat pihak penjual dan pihak
pembeal,

Dalam penelitian int, jenis data yang digunakan adalah dats sekunder vaitu
data vang diperoleh dari kepustekaan. Alat pengumpulen data yang digunakan
pads penelitian ini adalah studi dokumen yang bertejuan untuk mencard data
sekunder. Alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen tersebut, mebipuit
bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum terticr, Bahan
hukum primer vaifa peraturan penindang-undangan yang berkenaan denpan
ketentuan mengenai jus! beli hak atas tanah, tentang hak-hak atas tansh dan
pendafiaran hak atag fanah yapg digunakan sebagst landasan hukum bagi
penclitian ini. Bahan hokum sekonder yaitu buku-buku dan makalah-makalah
yang ada kaitanya dengan jual beli hak atas tanah dan ketentuan-ketentuan tentang
hak atas tansh, schingga dapat mendukung penelitian ini scoara (eoriths,
Sedangkan bahan hukum tertier dalam penelitin ini, vaitu kamus behass Indonesia
dan kamus bukum yang digunakan untuk mendapatkan arti dari istilah vang
berkaitan dengan hak-hak atas tanah dan jual beli hak atas tansh serla pendafiaran
haic atas tanah.
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1.4 Sistimatiks Penulisan

Sistimatika penulisan dalam tesis ini dibapl daiam tga Bab, masing-

masing Bab dibagi lagi atas beborapa sub bab. Adapun sistimatika peoulisan ind
diuraikan sebagai berikut

1. Bab}

2. BabIi

3. BabIl

Sebagai bab pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok permasalahan, metode penelitian serta
sistimatika penuiisan.

Dikemukakan disiol te_ntang tujuan dari supermasi hukum
dengan tetap mengakomodasi aspirasi darr masyarakat
dan tetap mengakui adanya hukoum adat,

Membahas mengenai konsepst fentang hak ataz tanah
yaitn tinjavan wmum ferhadap teori-teori tentang hak atas
tanah, macam-macam hak atas tanah, peealiban hak atas
tanak, tentang jual beli, tenfang pendafiarun tanzh, juga
membahas kasus dan Putosan dan pengadilan Negerd dan
menganalisa  terhadap permasalahan  hukem  fentang
kedudukan jual bel hak atas tansh berdasatkan hukum
adat didalam Thukum positif di  Indonesia, juga
menganalisa fentang perbindungan hukum  terhadap
pombeli yang bentikad baik sebagai pemegang bak
terakhir daiam jual beli yvang dilakukan berdasarkan
hukum adat dsn  sclanjuinya untuk mengelahui
penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemepang
hak atag tanah ferekhir wuntuk dapat melakokan
pendaftaran tanah sespai dengan ketentuan pendafataran
tanah yang berlaku.

adalah bab penutup, vang bagi penulis mengemukakan
kesimpulan dan samn, dimana kesimpulan-Kesimpulan
int micrupakan lkristalisasi bhasil penelitian, sedangkan
saran merupakan sumbangan pemikiran penulis.
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BAB I}
TINJAUAN UMUM TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH
MELALUI JUAL BELI SERTA PENDAFTARANNYA

2.1, Konsepsi Teatany Hak Atas Tanah

2.1.1. Hak Atas Tanah
Pengertion “hak atas tanab” menurst Budi Harsono pada dasamya
menuniuk pada penppunaan term “tansh” dalam ar yundis sebagai suatu
pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA (Undang-Undang Pokok
Agraria). Dalam pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa @

“atas dasar hak menguasai darl Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas peomukaan bumi, yang
disebat ianab, vang diberikan kepada dun dipunyai oleh amng-orang, baik

sendii msupun bersama-sama dengan orang lain serta badae-badan
hukum”.

Dalam konteks int meniadi jelas bahwa “tanab” dalam pengertian yuridis
adaleh permukaan bumi, sedangkan “hak atag tanah” adalah hak stas sebagian
tertentu permuksan bumi, yang terbatas, berdimensi dua wkuran panjang dan
lebar’® Pengentian “hak aiss tanah® seperti dikemukakan oleh Budi Harsono
tersebut dapat diuraikan lebih lanjut dengan rmemperdalam makna dan dus ferm
kugci, yaitu “hak” dan “stas tanah”, “hak’™ (berzsal dari bahasa Arab) mempunyai
arit bermacam-macam. Beoar sunpgub ada kekuasaan uwntuk berbuat sesvatn
karena telah diteatukan oleh Peraturan Perundang-Undangsn dan sebapainya.
Sedanpkan “hak atas tanzh” berarfi permukaan bumi {(fanah) dimana tenah dalam
hal ini diartikan ruang”.”

Dari pengertian “hak” dan “atas tanah” tersebuf, Harun Al Rashyd
mengartikan hak atas tanah sebagai wewenang kepada pemepang haknya untuk

* Bodt Harsans, Op-Cit, hlm. 17

? Harun Al Bashyd, Sekilas Tentang Jual Beli Tanok Berikut Peraturan-Peramranya,
Jakastg: Grahalia Indonesia, 1987, hlm.21.

1 Universitas Indonesix

Jual Beli..., Don Arfan, FH Ul, 2009



12

mempergunakan temah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan Nepara dan bangsa afau kepentingan umum.® Kusuma dan kawan-
kawan mendefinisikan “hak atas tanah” sebagai berikut

“Adapun hak satas tansh adalah hak yang diterima oleh peseorangan atau

badan hukum selaku pemegang hak atas tangh. Hak atas tanah

membenkan wewenang kepada vang memilikinys untuk mempergunakan
tanah yang bersangkutan®”,

Hak atas tanah menjadi dasar bagi penguasaan dan pemilikan tanah, yang
prinsip dan ketentuan dassrnya diatur dalam UUPA. Sebelum UUPA diundangkan
tolah terdepat duslisme dalam sistern hukom tnah di Indonesia. Menurut Buds
Harsono, ada dus sistemn hukum tanah yang sama sekali berbeda

“Sistem pertama discbut dengan hulmm fapah barel, porateran pokokaya
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukom tanah barat
bersifat capital individualisme. Sistem kedva adalah sistern hukum tanah
adat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum penduduk ash
Indonesia. Sistem ini mempunyai ciri  khusus  yang  bemsifat
kemasyarakatan™.”

Hubungan doalisme sistem hukum tanah tersebut dengan hak atas tanah

dikemukakan oleh Arie Hutapalung scbagai berikut :

“Dengan adanys dushisme sistem hukum tansh ferssbut make dikenal
adanya dua macam hak 218 tanah, vaitu hak-hak barst dan hak-hak
Indonesia. Hak Indonesia scbagian berasal dan hakum fenah adat dan
sebagian adalsh hak vang dibuat oleh pemerintah Hindiz Belanda dan
Pemerintah Swapraja khusus untuk orang Indonesia asli dan untuk
kelompok Tiraur Asing”. "

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada dasarnya mengakhin
dualisme sistern hukum tanah, Undang-Undang Pokek Agraria menciptakan
unifikasi hukum tanah berdasarkan hukum adat, hukom yang hidop dan dianut
schagian besar Rakyat Indonesia,

® Ihid, him.21.

* Aric Hutagalung, "“Progrem Retribusi Tangh di Indonesia”, svaty serana kearsh
pemecahan masalah penguasaan dan pemiliken taneh, cet. Ke-l1, Jakaria: Rajawali, 1985, Hlm.20

1 1bid, him.21
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2.1.1.1 Macam-Macam Hak Atas Tanab
Macam-macam hak atas tanah diklafikasikan oleh Budi Harsono mennrut
aspek hak penguasaan atas tanah, menurot Budi Harsono, dalam UUPA diatur dan
sekaligus ditetapkan jenjang atau hivarki hak-hak penguasaan atas tanzh dalam
hukum tanah nasional yaitu:
1} Hak Bangsa Indonmesia, vang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak
penguasaan atas tanzh yang tertinggi, beraspek perdata dan publik
2) Hak menguasai dag Negara, yang disebut dalam Pasal 2, semata-mals
beraspek publik;
3) Hak Ulayat Masgyarakar Hukumt Adat, yang disehut dalam Pasal 3,
beraspek perdata;
4} Hak-Hak Perorangan/Individual, semuznya beragpek perdata, terdin atas
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yaop semuanys secara
langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang
dischut dalam pasal 16 dan 835

& Wakai, yaite hak milik yang sudah diwakafkan, disebutkan dalam
pasal 49;

¢. Hak jaminan stas tenah yang disebut Hak Tanggungan, dalam pasal
25,33,39 dan 51.

Dalam konteks UUPA, Hak Bangsa menjadi hubuagan hukum vang
tertinggi dan terpenuh, yaitu hubungan antzra penduduk Indonesia scbagai suaty
bangsa dengan semua tanah di wilayahnya vang adz tanpa pengecualian sebapal
pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Semva hubungan hukum demgan tanah
tersebat diperoleh baik secar langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan hubungan hukurn lersebutf, Negara sebagal suatu orpanisasi
tertinggi bangsa berhak untuk menguasat dan mengatur penggunaan selaroh tanah
di wilayahnya. Hak Menguasai Negara termasuk menentukan mengater segala
sesuatu yang berakitan demgan tsnah baik yang sudah dikuasai secara pribadi

maupun yang belunt ada vang memilikinya, agar tercapai sehesar-besamya
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kemakmuran rakyat'' Di bawah Hsk Negara tetap dikenal Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, UUPA dengan tegas mengakui hak ini, tetapi juga
menetapksan  pembatasan-pembatasan  sehubungan  dengan  eksistensi  dan
pelaksansan Hak Ulayat yang harus disesuaikan dengan kepentingan bangsa dan
persatuan nastonal. Menurut UUPA hak perorangavfindividual menempati untan
terbawah dalam hirarki hak-hek penguasaan atas fanah,

Setelah dihapusnya dualisme sistem hukum fanah, makaz semuoa hak,
- apaksh ita didasarkan pada hukum baret maupun hukuars adat dikonverst menjadi
hak-hak baru berdasarkan pada hukum adat yang disesuaikan dengan asas-asas
vang tercantum dalam UUPA, Dalam dikomm kedea batang twhbuh UUPA
dirumuskan berbagat pasal (1-4) yang mengatur ketentuan konversi hak-hak atas
tanah berupa :

a. Hek Eigendom

Hak atss tanah memberi wewenang sebagaimana atauv mirip dengan hak

yang dimaksud pasal 20 ayat 1 (egrariseh eigendom, andarbeni, hak atas

druwe desa, pesind, grant sullan, landerifen becitrecht, aliijdduren

erfpacht, hak-hak atas beksgs tanzh partikulir, dan hak-hak lain dengan

nama apapun),

o

Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar dan pertanian kecil

e

Pemsgang konsensi dan sewa untak perusahaan kebun besar
Hak postal dan hak erfpachs vntuk peramahan

Hak-hak atas fanah yang memberi wewenaug scbagaimana atau rairip

o

dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 {fak vruchigebruik,
gebruik, grant contolenr, bruikleen, gengambauntuik, anggaduh, bengkok,
hungub, pitwwes, dan hak-hak lain denga siams apapunj.
g Hak golongan pekulen atau sanggan yang bersifat efap dan tidak tetap.
Menurut pagal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial,
dan hak-hak atas tanah meliputi juga kewaiiban dani pemegangnya. Pemegang hak
atas tanah tidak mempunyai hak untuk menggunakan fanahnya sedemikian mupa

* AP Purlindungan, Pendafiaran Tanah di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1999,
him. 132
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sehingga bailk secara langsung maupun tidak Jangsung memenuhi kepentingan
wmum. Ini semua sesual dengan hukumn adat yang berkaitan dengan hubungan
antars individe dan masyarakal Bila kewajiban ini digbaikan, maks Negara
berwenang tntuk membatalkan haknya, sehingga tanahnya menjadi tasiah negara.
Menurnt Arie Hutagalung, UUPA membedakan hak penguasaan tansh
menjadi dua kelompok, yaitu hak atas tanah dan hak jaminan atas fansh.
Hak atas tansh dapat dibagi dalam dua kategen vaitw:
1) Semwua hak yang diperoleh langsung dari Negara, disebut hak primer, dan,
2} Semmua yang berasal dan pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada
pedaniian bersama, disebut hak sekender.
Kedua hak tersebut pada umumnya mempunyai psrsamaan, dimana pemegang
hakmva berhek untuk menggunakan tanah yang dikuasainye untuk dininys sendini
atau untuk mendapat keunfungan ‘éari orang lain melalui perjanjian dimana satu
pihak memberikan hak-hak sekunder pada pihak lain.

Hak primer (hak atas tanah yang dipercleh langsung dari Negara) terdin
dari Hak Mibk, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan. Tiap-tiap hak mempunyal karalderistik fersendia dan semua herus
didaflarkan menurat Peraturan Pemegrintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sekarang
telah diganti dengan Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 1997, Hak sckunder
{hak atas tanah vang bemsal dard pemegang hak Jain berdasarkan pada perjanjian
bersama) terdiri dari hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak padai, dan hak
menumpang, Fagal 53 TUPA mensntukan behwa hak usaha bagt hasil, dan hek
menumpang, hak sewa, dan hak gadai, dan hak gadai tanah perfasian akan
dihapuskan. Ini mempakan peleksanasn asas-asas yang tercantum pada pasal 1
Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan babwa tanah pedanian hatus
harus diolak oleh pemilknya sendin.
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2.1.2.1 Peralihan Hak Atas Tanah

Menurut Hutagalung dan kawan-kawan, yang dimaksud dengan
pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas
tanah kepada pihak lain.'? Peralihan hak atas tanah dilakukan apabila pihak yang
memerlukan tanah memenuhi persyaratan, yaitu :

1) Sebagai pemegang hak atas tanah tersedia, dan
2) Pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk mengalihkan haknya

Sedangkan tanah-tanah hak yang dapat dialihkan antara lain sebagai

berikut :

(a) Hak Milik

(b) Hak Guna Usaha

(c) Hak Guna Bangunan
Hal ini diatur dalam pasal 20, ayat (3), dan Pasal 28 ayat 3 UUPA, bahwa Hak
Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain. Pasal 43 UUPA meneiapkan tentang peralihan Hak Pakai,
sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka Hak Pakai hanya
dapat dialihkan kepada pihak lain dengan harus mendapat izin pejabat berwenang
(ayatl), sedangkan Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan kepada
pithak lain jika hal itu -dimungkinkan dan atau diatur dalam pergjanjian yang
bersangkutan (ayat2).

R Dalam konteks ini tanah yang dibicarakan adalah tanah hak yang berstatus
tanah Hak Milik. Pasal 20 ayat (2) UUPA mengatur bahwa “Hak Milik dapat
beralih dan dialihkan pada pihak lain”. Dilihat dan ketentuan tersebut, maka term-
term kunci “beralih” dan “dialihkan” mengandung makna yang berbeda, “beralih”
bermakna peristiwa hukum, sedangkan “dialihkan” berarti perbuatan hulcum.

Pengertian “beralih”, menurut Budi Harsono, menunjuk kepada
berpindahnya hak milik pada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia,
yakni peralihan hak milik terjadi karena pewarisan (meninggal duniz) atau
“karena” peristiwa hukum. Ini berarti bahwa dengan meninggalnya pemilik, maka
ahli warisnya memperoleh tanah hak miliknya, sedangkan pengertian “dialihkan”

1 Arie Hutagalung, Op-Cir, him.74
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menunjuk pads berpindahnys hak milik kepads pihak lain "kerens perbuatan
hukum” yang sengasja dilakukan dengan twjuan agar pihak lain tersebut
memperoleh hak ifn, Adapun perbuatan dimnaksud dapat tegadi melalui jual beli,
tukar menukar, hibah, atau pemberian dengan wasiat (lazim disebut juga “hibah
wasial” atau “legaal” yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata distar
dalam pasal 957 dan berikuinya). Pada jual beli, tukar menukar dan hibah, hak
milik yang bersangkutan berpindah sewsktu pemiliknya masih hidup, sedangkan
pada pembernan dengan wasiat peralihan hak milik it terjadi setelak iz meninggal
dunia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1597 peralihan hak karena
pewarnsan diatar dalam pasal 42,

Peralihan hak atas tanah dapat dikiafikasikan kedalam beberapa macam.
Budi Harsono mengklarifikasikan macam-macam peralihan hak atas tanah yang
ditinjau dari dua aspek, yaitu bahwa peraiihan hak atas fanah bisa iedadi karena
pewarisan tanpa wasiat dan perboatan hukum pemindahan hak yaitu

1} Pewarisan tanpa wasiat, yaitu peralihan hak atas fanah yang terjadi karena
hukum dengan meninggalnya pemegang hak;

2} Pemindshan hak, yaitu peralihun hak atas tamsh yang terfadi karena
sengaja dialihkap kepada pihak lain yang bestuk pemindahan haknya
seperti ;

2. Jual Belr;

b. Tukar Menukar;

¢. Hibah;

d. Pemberian menurut adat;

e. Pemasukan dalam perasabaan atav imbreng, dan

f Hibah wasiat ateu legaat.

Pasal 26 ayat 1 UUPA niencatakan macam-nacam pemindahan hak atas
tanah, Jual beli, penukaran, penghibahan, psmberion dengan wasiat, pemberian
mepunut  adat dan  perbustan-perbuatan  lein  vang  dimaksudkan  untek
memindehkan hak milik serfa pengawasannya diatur depgan Peraturan

2 Bydi Harsono, Op-Cit, hikm. 296-25%
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Pemenintah, berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa perbuatan-perbuatan

hukum tersebut tidak bersifat limitatif tetapi masih ada perbuatan lain yang secara

sengaja dimaksudkan untuk langsung mengalihkan hak milik.

1)

2)

3)

4)

5)

Menurut Arie Hutagalung, pemindahan hak atas tanah tefjadi melalui :"*
Jual Beli, yaitu peralihan hak yang terjadi pada saat itu juga secara
langsung dari penjual kepada pembeli. Yang bersifat tunai, yaitu
pemindahan hak atas tanah dan pembayarannya secara serentak tegadi
bersamaan sebagaimana seperti konsepsi hukum adat;

Tukar Menukar, yaitu hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas lain
yang sejentis;

Hibah, yaitu peralihan hak terjadi seketika dan lansung sebagai penyisihan
sebagian dari harta kekayaan seseorang yang diberikan secara cuma-cuma
sernasa ia hidup kepada orang lain yang biasanya mempunyai hubungan
kekerabatan;

Hibah Wasiat, yaitu peralihan hak terjadi secara langsung menurut
kehendak terakhir dari sipemberi wasiat, tetapi dengan syarat sesudah ia
meninggal dunia bar terjadi peralihan haknya. Peralihan hak semacam ini
pun tidak mudah, dan masih diperlukan perbuatan yang lain dimana
pelaksanaannya harus melalui pelaksanaan wasiat kepada si penerima
hibah wasiat tersebut, dan ;

Pemasukan dalam perusahaan (imbreng), menurut Budi Harsono, menjadi
salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang dapat dilakukan di
hadapan PPAT.

Dalam hal peralihan hak tersebut di atas, syarat-syarat subyek hakpun

harus dipenuhi. Jika subyek selaku calon penerima hak tidak memenuhi syarat-
syarat subyek hak atas tanah yang dialihkan kepadanya sebagaimana ditentukan
dalam UUPA, tentu saja akan batal demi hukum dan tanahnya akan menjadi tanah

Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung serta khusus untuk peralihan hak dengan jual beli maka pembayaran

¥ Arie Hutagalung, Op-Cit, him.75
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yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali (pasal 26 ayat (2)
UUPA).

2.1.2 Tentang Jual Beli

Unsur-ussur pokok (esentiaha) dalam perjanjian jual beli adalah barang
dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum peganjian
dalam Kitzb Undang-Undang Hukum Perdata. Pedaniian jual beli itu sudah
dilabirkan pada detik tercapainya Kata sepakat yaitu sepakat mengenai bavang dan
harga, begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang hargs dan barang, maka
iahirlah jual beli yang sah.

Kesopakatas  berarti  penyesuaian kehendak, namen kehendzk atau
keinginan ini hams dinvatakan. Xehendak atau keinginan yang disimpan dalam
hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya fidak mungkin melahirkan
sapakat yang diperlukan untuk melahirkan susta peganjian atau untuk fercapainys
jual beli.

Menvatakan kehendak ini tidsk terbatas pada mengucapkan perkataan-
perkataan., Menyatakan kehendak juga dapat dicapai dengan memberikan tanda-
tanda apa sejs yang dapat menterjemahken kehendak itw, baik oleh pihak yang
mengambi! prakarsa yaitu pihak vang “menswarkan” maupun oleh pihak yang
mienerima penawaran tersebut.

Untuk menjadi alat ukur tentang lercapainya penyesuaian kehendak
tersebut adalah pernvaiaan-pernyatzan yang telah dilakukan oleh keduabelah
pihak. Pernyataan timbal balik dari kedusbelah pihak merupakan sumber untuk
menetapkan hak dan kewajiban bertimbal balik diamtara mereka.

Dapat dikatakan bahwa menurut ajaran yang sekarang dianul dan juga
menurut yurisprudensi, pemyataan yang bolsh dipegang wntuk dijadikan dasar
sepakat, adalah pornyataan yang secara obyekiif dapat dipercaya. Oleh karena itu
maka sudah tepatlah adanya perjumpaan kehendak (konsensus) itu divkor dengan
permyataan-pernyataan yang secara bertimbal balik telah dikeluarkan. Berdasarkan
pernyatan-pernyatasn bertimbal balik itu dianggap bahwa sudah dilahitkan
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sepakat yang sekaligus melahitkan petjanjian {yang mengikat seperti undang-
undang).

2.1.2.1 Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hulcum Perdata

Jual beli menurut KUHPerdata adalsh sustu perjanjian bertimbal balik
yaits pihak yang satu {sipenjual} beganji untuk menyerahkan hak milik atag suatu
barang, sedang pihak yang lainnya {sipembeli) beganji untuk membayar harga
yang terdini atas sejwniah uang scbagai imbalan dad perolehan hak milik tersebut.
Perkatasn jual beli menunjukan bahwa dari sate pihak perbuatan dinsmakan
menjual, sedangkan pihak vang ian dinamakan membeli.

Unsur-unsur pokok (essenfelic) perjanjian jual beli adalak bamng dan
hargs, sesual dengan asag “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian
KUHPerdata, peranjian jual beli ite sudah dilahirkan pada detik tescapainya
scpakat mengenal barang dan harga. Begitu kedua pihak sudab setuju fentang
harga dan barang, maka Izhirlah jual beli yang sah.

Tentang syarat-syarat yang diperlukan uniuk sahnya suatu perjanjian
diatur dalam buku I bagian kedua {dari pasal 1320 sampai dengen pasal 1337)
KUHPerdata, Syarat-syarat yang dimaksudkan untuk sahnya suatu peganiian
tercantumn dalam pasad 1320 KUHPerdats, ditentukan 4 (eanpat) syarat

1} Sepakat mereka yang mengikatkan dirinys;
2}  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3}  Suaty hal tertentu;

4)  Suaty sebab yang halal.'

Feempat unsuy tersebut diatas selanjutnya, dalam dokirin ilmu hukum
yang berkembang, sorta digolongkan kedalam -

1) Syarat subyektif, dua unsur pokok yamg menyangkut subyek yang
mengadakan perjanjian yang mencakup adasya unsur kKesepakatan dar
para pihak yang beganji dan kecakapan dan  pihak-pibgk  yang
melaksanakan perjanjian,

* Subekii. R, Op-Cit, Him. 305
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2}  Syarat obyektif, duz unsur yang berhubunpan langsung dengan obyek
perjanjian, vang meliput keberadsan dari pokok persoalan yang
merupakan obyek yang diperjaniikan serta kavss darl obyek yang berupa
prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut baruslah sesvaty tidak
dilarang atzu diperkenankan oleh hukur,

Apabile salah satu dari keempat unsur fersebut diatas tidak terpenuhi maka terjadi
cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan {untuk syarat
subyektif) atau batal demi hukum {untuk syarat cbyekaf).

Tansh menurst hukum perdata barat termasuk kedalam bendz tidak
herperak yang diztur dalam KiIHPerdata buku I tentang kebendaan, sedanghkan
mengensai jual beli diatur dalam KUHPardata bukn IX tentang perikatan. Jual Behi
Tanah menurut hukum barat, khususaya bagi tanah-tanah hak barat, bedake
ketentuan-ketentuan dalam KUFPerdata buku 111"

Pasal 1457 ayat (1}, jual belf mernpakan peganjian antara para pihak untuk
memerubi prestasi yang dipegianjikan, Menunst pagal ini jual beli tanah adaleh
suatu perjanjian dalam mana pibak yang mempunyai tanah yang disebut penjusl,
berjanji dan mengikatkan did untuk menyerahkan haknya atas tanah yang
bersanglatian kepada pihak lain vang disebut Pembeli. Sedang pihak pembels
berfanii dan mengikatkan dici untuk membayar harga vang telah disetujui.
Tentang vang dipegnal belikan menurut ketentuan hukus barat ini adalah tanah-
tanah hak barat vaity tanah hak eigendom, erfpacht dan opsial.

Pasal 1458 ayat (2), jual beli terjadi seiak ada kals sepakat (pencrapan asas
kongsensualis). Pihak Penjual dan Pihak Pembell bersepakat untuk memenubt aps
vang telah dipedanjiakan, yaitu penjual menyersbkan haknya ates tanah, dan
pembeli membayar harga vang sadah discpakati,

Pasal 1459 ayat (3), jual beli harus diikuti dengan perbuatan hukum
peralihan hak (levering juridische} dari penjual kepada pombeli, yang menurt
istilah umum  dikatakan “balik nama” dikantor kadaster. Jual beli tanah
(dmsusnys bag tanah-tanah hak barat) solama berlakunya UUPA, yang menurat

*® 1hid b, 26-27
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ketentuan KUHPerdats buke 11 tidak cukup hanya dengan adanya perjanjian jual
beli saja {obligatoire overcenkomsi), tetapl harus juga ditkuii dengan penyerahan
secara huokum (juridisch levering). Penyerahan secara hukum mencakup,
perbuatan  hukum peralihan hsk dan pendaftaran jual beli tanah vyang
bersangkutan, yaitu pendafiaran perbuatan hukumnya (registration of deeds)."”

Dalam kehidupan sosial sesama masyarakat dapat menimbulkan perbuatan
hukum dengan maksud untuk mengadakan perhubungan hukum sesamanya,
Perhubungan hukem yang terjalin secbagai akibat peﬂ;uatan hukum akan
melahirkan suatu perikalan, disamping perikatan itu dapat lahic dari ketentsan
Perundang-Undangan, selain ita juga dapot lahir dari suatu perjanjian yang dibuat
oleh pihak-pitak vang berkepentingan. '®

Asas-asas hukum perikatan di dalam Kitab Urndang-Undang Hukum
Perdata diatur pada buku HI Titel I sampai dengan Titel IV {pasal 1233 sampai
dengan pasal 1456} Apabila kita Ginjau rumusan pasal-pasal yang mengatur
tentang perikatan diatas, maka nyafalah bagi kita bahwa KUHPerdata tidak
merumuskan apa sebenamya yang dimaksud dengan perikatan, melainkan hanya
menychutkan tujuanya saja seperti vang tercuntum dalam pasal 1234 KUHPerdata
yang menyebutkan

¥ Hap- tiap perixatan adalah untuk memberkan sesuatu, untuk berbuat

sesuaty, atau untuk tidak berbuat sesuat’’.'?

Untuk mengetahui apa sebenamya yapg dimaksud dengan perikatan i,
kita bisa melihat defenisi atau batasan yang diberikan oleh ahli hukum, yaitw
antara lain :

1) Subekti membenkan definist perikatan sebagat berikut ;

“perikatan adalah suaty perhubungan hukum antara dua orang atsn dua

pibak, berdasarkan mana pihak satu dapat menuntut sesuatu hal dari pitak

* Arie Hutagalung, bid, kim. 76
¥ Kartini Muliadi, Gunawan Widjajs, Perikaton Yong Lakir Dari Perjanfinn, Jakeria:
Raja Grafindo, 2608, Bm.7

¥ Subekti. R, Riewb Undang-Undang Hwlann Perdata, Bugerlifk Wer Book, lakors:
Pradyz Paratamma, 1983, Mim. 293
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yang lain, dan pihak yang lasin berkewajiben untuk memenuhi tuntutan
.y

Hoffman mendefinigikan perikatan sebaga berikut @

“perikatan adaleh suatu hubungan hukom antara sejumlah terbatas subyek-
subyek hakum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari
padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap
menumt cara-cara tertenty terhiadap pihak vang lain vang berhak atas sikap
yang demikian itu”*".

Sedangkan Pitls memberikan balasan perikatan sebagai berikut :
“penikatan adalah suatu hubungan bhukum yang bersifel hania kekayaan
antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak satu dapal berhak
{kzeditur) dan pihak lain berkewajiban {debitur) atas sesuatu peristiwa”.*
Didalam pasal 1233 XUHPerdata, pertkatan dibagi menjadi dua golongan,
yaifg

1. Perikatanysng bersumber pada perjanjian ;

2. Perikatan yang bersumber pada Undang-Undang,

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila kita membicarakan

masalah pedanjian, maks akan tidak terlepas kaifannys dengan masalah perikatan,

schab antara perikatan dengan perianiian mempunyai hubungan yang sangat erat.

Penulis mengatakan demikian karena perjanjian merupakaen salah satu sumber
terbitnya sustu pertkatan.

Adapun pengertian peqjanjian didalam pasal 1313 KUHPerdata adalah -
“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinys
tethadap satu orang lain atau febit”. >

Apshila perumusannya yang discbot dalam pasal 1313 KUHPerdata kita

perhatikan dengan sesakma, maks nyatalah bagi perumusan tersebut kurang

= Subeke. R, Mukum Perjanjian, Cotakan Kesembilan, Jaknng, Intermass, 1984, kg
 Setinwan. R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetzkag Keempat, Bandung: Bina Cipia,

1955, him.2

# id, Wim.2.
¥ Subelai. R, Op-C#, him 304
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lengkap, karena apa yang dimaksud dengan perbuatan dalam pasal 1313
KUHPerdata terschut kurang jelas artinya, apakah perboatan ity perbuatan biasa,
perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum, terlalu lvas sebab pasal
tersehut menyatakan bahwa satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap orang
iain, sehingga perwakilan suka rela dan perbuatan melawan hukem termasuk G
dalamnysa,

Terhadap ketidaklengkapan pasal 1313 KUHPerdats ini dikemukakan pula
olch R.Setiswan, dan beliay membenkan suatu koreksi atas pasal tersebut sebagai
herikut

1} Perbuatan harus diartikan sebagi porbuatan hukum, yaitu perbuatan yang
bertujuan wntuk menimbutkan akibat hukum,

2} Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dininya™ dalam pasal 1313,
Sehinggz perumusan mergadi “persclujuan adalsh suatu perbuatan hukum,
dimagna satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau febih”

Kemudian di samping pengertian poerjanfian yang dirumuskan di dalam
pasal 1313 KUHPerdata tersebut distas, sebapgai ilustrasi perbandingan penulis
akan mengemukakan apz vang dikatakan oleh Subekti tentang pengertian
perjanjian sebagai berikut

“suatu perjaniian adalah sufau perigiwa dizoana orang berianii kepada

seorang lain atau dua orang itu saling berjani melaksanakan sesuatu hal”.

Suate perjanjian adaleh merupakan suate perbuatan hukem berdasarkan
kata sepakat sniars dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat-akibat hukum
yang diperkenankan antara dua orang atau lebib yang menimbulkan akibat-akdbat
hukun: vang diperkenankan oleh Undang-Undang. Ini berarhh mepupakan soatn
perbuatan hukum dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri atan saling
berjanji untuk melakukan seguata hal atau tidak melakukan sesuatu hal.

Dapatlah dikatakan bahwa suatu perjanjian pada umumnys bersifat
konsensaal (konsensueel). Asas konsensuzlitas ini mempunyal arti vang

“ Setiawan. R, Log-Cit,
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terpenting, karena untuk melehitkan suatu perjantian adalah culup dengan telah
dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal vang pokok dari perjanjian ifu sudah
dilahirkan pada saat atau detik wrcapainya katz sepakat (corsensuy).

Apabila kita tinjau apa yang dimaksud dengan perikatan, dan apa
pengertian dari perjaniian, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai benkut

1) Penjanitan merupakan suvatu perbuaian hukum yang nyata atau konkrit
yang dapat difihat dengan jelas melalui kata-kata, isl perdanjian atay jug
adapt ditafsitkan menumt suaty ukuran biasa. Xerena perjanjian dapat
dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan cara lisan alau
tulisam, sehingpas akiba! dan perjanjian tersebut menerbitkan svatu
hubungan hukum (perikatan).

2) Sedangkan perikatan menspakan suatu pengertian yang abstrak dan tidak

dapat dilihat dengan nyats, tapi dapat dibayangkan dan dipikirkan serta
terbit paling banyak dari persetujean/perjanjian.
Dengan denkian dapat ditarik kesimpulan, bahwa diadakanya suatu
perjanjian akan mslahirkan suatu perikatan, yakai suatu hubungan hukum
antara pihak-pihak yang mengadaken suam perjanjian. Dari perikatan itu
lahir hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menuaikan apa yang
telah dijaryikan. Dengan kata latn peganjian mempakan salah satu sumber
yang melahirkan suatu perikatan.

Itikad baik diwaktun memboat sustu pefanjian berarti kejujuran. Orang
yang heritikad baik menarvh kepc‘icayaazx sepenuhnya kepada pihak lawan, yang
dianggapnya fujur dan tdak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang
dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan *

Menumst “hexit geldt aly volkemen tifle” yang terdapat dalam pasal 1877
ayat (1) KUHPerdata pada hakekatuya bertujuan untuk melindungl seseorang
pembeli batang bergerak yang jujur atau beritikad baik. Oleh kesena adagiom si
pembeli vang beritikad baik harus dilindungi, didalam hukum adat berlaku tidak
hanya didalam lalo lintas barang bergerak saja, akan tetapi berlakn untuk semus
macam barang, baik bergerak maupun Hdak bergerek.

* Subskii. R, Aspek.dspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alemni, 1976, him 28
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i dalam beberapa yunispudensi perihal kehadiran seorang pejabat (kepala
desa) dalarn transaksi-transaksi, terutama yang mengenai tanah, yang membuat
transaksi it terang dalam art bahwa tidak ada hal-hal yang disembunyikan oleh
satu pihak, dengan demukian suatu perjanjian yang dilakukan dimuka seorang
Pejabat/Kepala Desa, maka para pibak dapat dianggap bertikad baik,

Apabila itikad baik pada wakiu membuat suafy peranjian berarti
kejajuran, maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah keputusan,
yaity suaty penilaian baik terbadap tindekan-tindakan suatu pihak dalam hal
melaksanakan apa yang felah dijaniikan, Dalam pasal 1338 ayat (3} KUHPerdata
memerintahkan supaya semua peganjien dilsksanakan demgan itikad baik,
Apabila Undang-Undang meneiapkan bshwa barang siapa berdasarkan suatu
perikatan diwajibkan menyerahkan suate barang, diwajibkan merawatnya sebaik-
baiknya dengan minat seperti bargng miliknya sendid, sampai pada saat
terlaksananya  pemyerahan  terscbut, maka itn adalah svatu ketentuan vang
ditwjukan kepada itikad baik dalam melaksanakan suatu kewajiban hukum,

i samping pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa suatu
perjanjian, mengikat schagal undang-undang yang bertujuan untuk meningicatkan
kepastian hukum, maka pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dengan memerintahikan
supaya perjanjian dilaksanakan beritikad baik. Tujuan itikad baik agar mencegah
kelakuan yang tidak patut steu sewenang-wesang dalam pelaksanasan tersebut.

Bagi pihak penjual ada kewajiban utama yaite, kewajiban menyerahkan
hak milik atas barang yang diperjusibslikan kewajiban menyerahkan bak milk
meliputl segala perbualan yang menurat hukum diperlukan untuk mengalibkan
hak milk atas barang yang diperjuatbelikan ity dani sipenjual kepada sipembeli,

Ada 3 (tiga) macam penyershan hak milik yang masing-masing berlaku
uniuk masing-masing macam barang yaity

1} Uniuk barang bergerak;

untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barsng

ifw. Dalam pasal 612 KUHPerdata disehutkan .

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh
dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itulah atas

Universifas Indonasia “

Jual Beli..., Don Arfan, FH Ul, 2009



2)

3)

27

pama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dau bangunan
dalam mana kebendaan ity berda™
Peayershan tidak perde dilakukan apabila kebendzan vang harus
diserahkan dengan alasan hak iain, telah dikuasai oieh orang yang hendak
MenCTimanya.
Untuk barang-barang yang tidak bergerak
Untuk barang-barang yang tidak bergerak dengan perbuaian yang
dinamaken “balik. npama™ dimuka pegawal kadaster, pesal 616
KiUHPerdata menyebutkan bahwa :
“menyerahan ziau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan
dengan pengumuman skan akia yang bersangkutan dengan cara seperi
ditentukan dalam pasal 820",
Selanjulnya dalam pasal 620 KUPerdata disebutkan :

“dengan mengindahkan ketentuan-keientuan termuat dalam tiga pasal
yang lalu, pengumuman termaksud diatss  dilakukan dengan
memmindahkan sebuah salinan otentik yang lenpkap dari akts olentik
atan keputusan yang bersangkutan dengan ke kantor penyimpan
hipotik, vang mana dalam Hngkungannya barang-barang tak bergerak
yang harus diserabkan berada, dan dengan membukukannya dalam
register..

Bersama-sams dengan memindalian tersebut, pihek yang berkepentingan

harus menyampaikan pula kepada penyimpan hipotik scbuak salinan

atentik yang kedus atau sebuah petikan dari akiz atay keputusan itu, agar

penyimpansn mencatat di dalaronya hari pemindahan beserta bagian dan

aomor dari register vang bersangkutan.

Barang tak bertubuh

Barang iak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan cesfe sebagaimana

diatur dalam pasal 613 KUHPerdaia yang berbunyi -

“Penyerahan gkan hutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh

lainya dilakukan dengan membuat sebuah akta ofentik atau dibawah

tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itw dibimpahkan kepada

orang lain”,
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Kewajiban utama sipembeli adalah membayar harga pembelian pada
waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut pegjanjian, harga tersebut
harus berupz sejumlah vang, meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan didalam
suaty pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam

pengertian jual beli.

2.1.2.2 Jual Beli Menurut Hukum Tanab Nasional/Hukem Positif

Jual beli ianah menurt Hukem Tenah Nasinal/Hukum Positf adaleh
pemindahan hak atas tansh wntuk selama-lamanva, yang dalam hokmn adst
dinamkan “jual beli lepas” dan bersifat “tunai”, attinya begity terjadi jual beli
maka sast bersamaan terjadilah peraliban hak afas tanah dan pembayaran lunas,
sehingga sojak gaat iy terputus hubungan antara pemilk lamza dengan tanabnye
unfuk selame-lamanya.

Peralihan hak tersebut menurast Hukum Tanah Nasional/Hukum Positif
adalah peralihan penguasaan secara yuridis dan secara fisik sekaligns. Adakalanya
perabihan hak terscbut bary secara yuridis saja karena secara fisik tanah masih
berada dibawah penguasaan orang lain (misalnya hubungan sewa yang belum
berakhir jangka waktunya), sehingga penyerahan secara fisik menyusul kemudian,

FPembayaran harga oleh pembeli kepada peajual (yang dikatakan “tunai™),
menpandung dua kemungkinan ;

1} Dibayar selurahnys pada saat terjadinya jual beliatay;

2) Barm dibavar scbegian (belum lunas). Pembayaran sebagian ferscbut
biasanya karena tanah yang bersangkuian secara fisik masth dikuasal olch
pihak ketiga dan belum diserahian kepada pihak pembels.

Walaupun demikian jusl bell dinyatakan telah selesai dan sah zpabila sudeh
memernhi

{a) FPenyerahan secara yuridis, dan

{b} Telah dibayar sebagian.™
Ini berarti bahwa penyerahan fisik tansh dan pembayaran sisa barga dapat
menyusul kemucdian, harga vang tersisa ternyaia tidak dilunast olsh pihak pembeli

% Arie Hulagalung, Op. Cft,, him. 78
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maka hanya timbul masalah hutang pluteng saja, dan termasuk dalam hokum
tentang hutang piutang, vang fidak dapat dituniut atas dasar jual beli tanah, karena
jual beli {peralihan hak atas tanah) dinyatakan telah selesai

Tata cara jual beli tanah menurst Huokum Tanah Nasional/Hukum Positf,
dengan memakai akta jual beli dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta
Tanah), dan hanya jeal beli yang memakai skta tersebut yang dapat dijadikan
dasar untuk pendaflaran {“balik nama™) di Kantor Pertanahan. Ketentuan fentang
int meropakan sistem yaog harus dan sudah menjadi ketentuan yang haros difaati.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 1997 menctapkan
PPAT sebagat “Pejabat Uminn yang diben kewenangan untuk membuat akia-akta
tanah tertentu”, pasal 1 Pertavran Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabztan Pelabat Pembuat Akta Tanah menetapkan babwa “Pejabat
Pembuat Akta Tanal™ adalah Pejabal Umum vang diberl kewenangan untuk
membuat akia-akta perbuatan hukum tertent mengenai hak atas tanah atan Hak
Milk Atas Satuan Rumish Susun”.

Keperfuan untuk dibuatkan skta PPAT adalah peralthan hak atas tanah
atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susen. Perbuatannya dapat melalut jual beli,
tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan dan perbuaian hukum lain kesuali
peralihan hak meialy jefang.

PPAT juga dapat membuatkan akia jual beli tersebut terhadap tanah bekas
Hak Milik Adat yang belum berscrfipikat, dan untuk membuat akta jual bek
tegsehut didasarkan pada suatu alas hak (girdk, petik ¢, kriketil dan lam-lain} dao
PPAT zkan mencocokan alas hak terssbut dengan data yang ada pada Kantor
Kelurahan/Desa setempat.

Selanjuinya meogenai apa yang ada diatas tanah tersebut seperti terdapat
bangunan atsu tanaman keras, maka hal il torgantung pads meksud atau
kegepakatan. Apabila obyek yang dimaksud vatuk dijus] adalab tanah berikut
bangunan rumah/tanaman yang keras yang berada diatasnya, maka dalam akta jual
beli deongan fegas hams disebutkan semua secars terperinel, begitu juga
sebaliknya, apabila yang menjadi obyek penjualan itw banya lanah saja, maks
didalam akia jual beli yang dibuat PPAT tersebut harus dijelaskan juga bahwa jual

Universitas Indonesia

Jual Beli..., Don Arfan, FH Ul, 2009

[P



30

beli tersebut tidak termasuk bangunan rumab dan fenaman-tanaman keras yang
melekat atau tumbuh diatagnya. Hal ini sesuai dengan asas pemisahan horizontal
yang bersumber pada hukum adat.

Selain itn, apabila ada sisa harga yang belum dibayar atau penyerahan fisik
tanah belum dilekukan, juga harus discbutkan secara tegas dalam akia jval beh
tersebut. Penjual atau wakilnya dan pembeli atsu wakilnyza hares hadis didepan
PPAT untuk menandatangani akta jual beli dengan diseksiken oleh sekurang-
kurangnya 2 {dua) orang saksi yang memenuhi syarat unfuk bertindak sebagai
saksi dalam perbuatan hukum itu. Baik penjual (kuasanya), pembeli (kuasanya),
maupun saksi-saksi dan PPAT, semuanys barus menandatangani akfa tersebut,
yang kemudizn akta berikut berkas-berkasnya dibawz ke Kantor Pertanahan
setempat untuk dilskukan pendafiaman,

Kantor FPAT bersifat teriutup, karena memang ja harus menyimpan
rahasia orang-orang yang berkepentingan yang menghadap atau yang memerlukan
jasa PPAT. Maks dan itu, dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, orang
yang tahu tentang adanya inal beli tersebut terbatas, lain haloya jika sudah
didaftarkan pada Kantor Pertavahan, maka dari pendafiaran itu selain memperkuat
pembuktian karenz perbusten hukum itu dicatat dslam buku tanah dan sertipikat
hak tanah, Juga mempetiuas pembuktian karera setiap orang atau siapa sajs yang
berkepentingan  dan memerlukan keferangan tentang tanah  tersebut dapat
mengeceknya pada Kantor Pertanahan seksi pendaftaran tansh dimana data-data
tentang tanah tersebut disimpan dan sewaktu-waktu terbuka untuk umuem.

Tata cara jval beli tangh menurut Hukum Tanah Masionzl/Hukem Positif
schenarnya sama dengan tata cara jual beli tanah vang berlaku memunut hukum
adat yeng dikenal dengan istilah “jual lepas” dan “terang” sifamys. Berdasarkan
uraian tersebut, maka sebelumnya UUPA, tats cara jual beli tanah hak milik adat
dilakukan menurut nerma~-norma hukum tanah adat. Sesudah UUPA, tatz cara jual
beli tanah dalam Hukum Tanah Nastonal/Hukum Positif bersumber pada Hulomn
Adat 7

# 1bid, b, 80-23
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1) Antara tangpal 24 September 1560 sampal dengan 24 Sepeternber 1961
UUPA belum mempunyai peraturan pelaksanaan tenfeng tata cara jual beli
tanah schingga untuk sementara periode tersebut masih dipergunakan tata
cara menurt norma-norma hukum adat sebagai Ypelengkap”,

© 2) Setelah tanggal 24 Sepetember 1961, dengan berlakunys PP Nomor 10
Tahun 1961 sebagai Peraturan Pelaksana UUPA tentang tata cara jual belt
tanah.

3) PP Nomor 10 Tahun 1961 digant dengan PP Nemer 24 Tauwn 1897 yang
mulai berlaky tanggal & Oktober 1957 dan sebagm Peraturan Pelakssnanya
adalah PMNA/KBPN Nosmor 3 Tahun 1997,

Schagaimana disebutkan pada butir 3 dan b sesuai dengan ketentuan pasal
19 dan 22 dari PP Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disbah dengan PP
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah, bahwa jual beli lanah selain
harus diiakukan dibadapan PPAT dan dibuatkan akta jual beli, juga harmus diikuti
dengan pendaffaran jual belinya pada kanfor perfanahan. Pendafiaran tanah
tersebut dapat sebagal pendaflaran fenah pertaros kall atan pendafiaran tanah
dalam rangka pemelibaraan data,

Jual beli tanah menurut Hukum Adat atau fazim dinamakan “jual lepas”,
bersifat terang dan tupal. “Terang” artinys peraliban hak atas tansh dari penjual
kepada pembeli herus dilekukan dibadapan Kepala Adat atau Kepala Desa,
sedangkan “Tunai”™ artinya perlathan hak atasa tansh dani penjual kepada pembeli
terjadi sereniak dan secara bersamaan dengan pawibayaran herga (diasggap Junas
walaupun kenvataamnya hanya dibayar veng muka/panjar) dari pembell kspada
penjual.

Mengenai jual beli tanah menunat hukum adat, “jual bell tanah” bukan
perbuatan hukum yang mempakan apa yang disebut “perjanjian obligatoir. Jual
belk tanah dalam hokum adat merupaksn perbuatan pemindaban hak dengan
pembayaran tunsi, artinya harga yang disetujui bersamaan dibayar penuh pada
saat dilakukan jual beli yang bersangkuian. Dalam hukum adat fidak ade
pengertian penyerzhan yuridis sebagal pemenuhan kewajiban hukum penjual,
karena justre 2pa yang discbut “jual beli fanak”™ itu adalah penyeraban hak atas
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tanah vang dijual kepade pembeli yang pada saal yang sama membayar pennh
kepada penjual harga yang telah disetujul bersama. Maka jual beli tanah menumt
pengertian hukum adat ini salah satu sumber bagi Hukum Tanah Nasional/Hukuwm
Positif.

Sebagai bukt telah tegadi jual beli dan sclesai peralihan hak tersebut,
dibuatiah “surat jual heli tanah” vang ditandatangan: oleh pihak penjual dan pihak
pembeli dengan dissksikan oleh Kepale AdatKepala Desa dan Sckeetanis/Siaf
Desa. Yang fungsinya adalah untuk : “

1) Menjamin kebeparan tentang status tanshnya, pemegang haknya, dan
keabsahan bahwa telah dilaksankan sesuail hukum yang berlaku Mterang™).
23 Mewakili warga desa (unsor publisitas).

Turut serfanya pihak kefiga yeitu Kepala AdavKepaln Dess dan
Sekretaris/staf’ Desa dalam feransaksi jual beli tamah fidak merupakan syarat
mutlak untuk sshnya tamsaksi tersebul. Makameh Apung dalam kepuiusannya
tanggal 13 Desember 1958 Reg4/K/Rup/1958, mengenai sengketa tanah di
Salatiga, Jawa Tengah, berpendapat bahwa “menurut hukum adat”, ikut sertanya
Kepala Desa dalam teransaksi jual belt tansh bukan suaty syarat mutlak uniuk
sahnya jual beli, sebalilnyz walaupun jual beli itu dilakukan tidek sesuai dengan
peraturan-perctaran vang ditetapkan menurst hukum adat, masih dapat dianggap
sah bila tansaksi ity dilakukan demgan “itikad bazk”, dan juga menurut hukum
adat surat jual bel tanah merupakan alat bukil kepemilikan hak atas tariah.

Kepuiusan Makamah Agung Nomor i23foSipf19?{l menegaskan sahnya
jual beli ditentukan oleh syarat materit dari perboatan feal heli yang bersanghkutan,
bukan oleh pasal 19 PF Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian digant dengan PP
Nomor 24 Tahun 1997, Sedangkan syarat materil yang dimaksud adalah :

1} Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan ;

2} Pembeli berhak membeli tanah yanag bersangkutan ;

3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan menurut hukum |

43 Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa,
Keputusan MA fersebut menyangkut suatu kasus hibeh tauah di Bali pada tshun
1964 yang dilakukan i depan Bandese (yaitu wakil kepala desa), berupa
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penegasan dan penjelasan tentang hubungannyz dalam rangks pelaksanaan jusal
beli tanah menurst bukum tanah posiaf Intinya dad putusan MA fersebut pada
dasarnya menegaskan bahwa jual bell tanah menurut hukum positif yang berjiwa
hukum adaiah sebapai bentkut ;
1} Jual bel atau pemindahan hak bergifat tunai ;
2} Jual beli dihadapan PPAT bokan merupakan syarat sahnya jual beli,
melainkan ditentukan oleh syarat materil dard jual beli ;
3) Perbuatan jual beli dilakukan dihedapan PPAT hanya syarat univk
pendaRaran jual beli di Kantor Pertanahan, seksi Pendaftaran tanah.

2.1.3 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabua 1997 vang menyempurnakan
Peraturan Peroerintab Nomor 10 Tahun 1961, terss tetap dipertahankan haik
ttjuan dan sistern yang digunakan, schagaimana suatu perintah dari pasal 19
UUPA, yang berbunyi secbagai berikut

1y

2

3}

4

Uniuk  menjamin  adanya kepastian  hukum  oleh  Pemerintah

diadakanlah pendaftaran tanah disslurwh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pendaflaran tersebut dalam ayat (1} pasal int melipufi

a) Pengukuran, perpetaan das pembuluan tangh

b} Pendafiaran hak-hak atas tanah dan peraliban hak-hak tersebut

¢} Pembenan surat-surat tanda bukd hak, yang berlaku sebagei alat
pembuktian yaag kuat,

Pendafiaran tanah diselengparakan dengan mengingat keadaan Negara

dan masyarakat, Reperlvan lalu Jintas sosial ekonomi seria

kemungkinan penvelengparsanya menurut pertimbangan Menterd

Agraria

Dalam Peraturas Pemerintah diatar biaya-biaya yang bersangkutan

dengan peadaftaran termmaksud dalam pasal 19 ayat (1) terscbut diatas,

dengan ketentuan bahwa rakyat yang tdak mampu dibebaskan dan

pembayaran bisya-biaya tersehut,
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Pelaksanaan pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut oleh Pemerintah telab
diterbitkan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan PP Nomor 24
Tahun 1997, Pada hakikatnys sudah ditetapkan dalam UUPA yaitu bahwa
pendaftaran tansh disclenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum dibidang pertanahan dan bahwa sistern publikasinyz adalah sistem negatif,
tetapl yang mengandung vnsur positif karena akan menghasilkan serat-surat bukti
hak vang berlaku sebagai alat pembaktion yang kuat, sepertinya dinyatakan dalam
pasal 19 ayat (2) hurf ¢, pasal 23 ayat (2, pasal 32 ayat (2} dan pasal 38 ayat {2).

Pendafiaran juga tetap dilakukan dengan dua cara yaitus secara sistematik
yaitu, kegiatan pendafisean tansh untuk pertama kal yang dilakukan secara
serentak vang meliputi sermua obyek pendafiaran tansh yang belum didaftar dalam
wilayzh atau bagian wilayah suain Desa/Kelurahon. Pendaftaran fanah secarq
sporedik yaitu, kegiatan perndafiaran tanab ontuk pertama kali mengenad satu atan
beberapa obyek pendafiaran tanah dalam wilayah atan bagian wilayah suatu
DesafKelurahan seeara individual atas masal, ™

Pendaflaran tanah dimulai dengan didirfkannya kantor kadaster (8 1834
27) pada zaman pemerintaban Hindia Belanda yang melakukan pendafiaran tangh.
Akhirmnys kita membennik PP Nomor 10 Tahun 1961 yang dahula terpusat
dibeberapa Kota dipusat-pusat perdangan ataupun dimana masyarakat barat sudah
berkembang,

Pendafaran tanah 4i Indonesia sekarang ini adalah suate “rech? dadasier”
atan “legal kadaster”, yaitu pendaflaran yeng diadakan dalam rangka menjamin
kepastian hukum serta antuk adanya kepastian hak atas tanah (pasal 19 ayat (1)
UUPA), Pendaftaran tanah atau “emd registration” termnyata tidak hasye
mendaftarkan tanahnya secara fisik, melainkan juga mendafiarkan halk-hak lain
yang m&mbebaniya.”

Berkaitan dengan ruang lingkup pendaftaran tanah yang discbutkan delam
pasal 19 ayat (2} UUPA tersebut diatas sebagai berkut

® i orianus SP Sungsun, Fara Cara Mengurus Sertipikar Tanah, Jakarta: Visimedia,
2807, hlm, 23-24.

* Budi Harsono, Segi-Segi Teoritis don Implikasi Yuridis Pendafiaran Tonah, Makalah
pady Seminar Nasional Keagamaan, Sertipthat dan Permosolghanaye, Yogyakarts, 1982, ks 1
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“pendaftaran tanah yang dirnaksud meliputs :

D

2)

3}

4}

Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah vang menghasilkan peta
pendaftaran dan gural vkur. Demit pendaflaran dan surat ukuee dapat
diperoleh kepastian mengenai letak, batag dan luas tavah-tanah yang
bersanghkutan intleh yang disebut “asas speciafiteit™.

Pendafatavan hak atas tansh dan peralihan hak tersebuf, termasuk
dalam kegiatan ipi pendafiaran atas tansh atau pencatatan daq pada
hak-hak lein {baik hek-hak lainya yang membebani hak-hak atas tanah
yvang didaflar itu). Selain mengenal slatus daripada tamabnva,
pendafiaran ini memberikan keferangan tentang subysk dart haknya
{siapa yang berhak} atas tanah yang bersangkutan, dao inilah yang
discbut denpan “asas openbaarheid”.

Penberian surat-surat tands buit hak, vang menurut pasal 19 ayat (2}
berlaku sebagai alat pombuktian vang kuat { “sertipikat™).”?
Pendaflaran tnah df Negara Republik Indoresia vang diperinfabkan
oleh pasal 19 UUPA menggunakan sistem publikasi negalif. tetapi
bukan sisitern negatil vang murni, Dalam pasal 19 ayat (2} huruf ¢
UUPA dinyalakan babwa pendaftaran fanah meliputi “pemberian
surat-surat tanda bukii hak yang berlaky scbagai alat pembuktian yang
kuat”. Dalam Pasal 23 ayat (2), pasal 38 ayat (2) UUPA jupa
dinyatakan bahwa pendafiaran “merupaken alat bukti yang kuat™.!

Di dalam sistem pendaftaran tanah yang menggunakan sistem pubiikasi

yang murni, tidak ada pemyataan bahwa pendaflaran merupakan alat pembulktian
vang kuat, sebaliknya sistem publikasinya jugs bukan sisters publikasi positif
yang tidak hanya menghasilkan alst pembuktian vang kueat, melainkan alat
pembuktian yang tidak dapat diganpen gugat kebenaranya,

Pendaftaran tanah monumt Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanab didefinisikan sebagai  suatu rangkatan kegiatan yang

s Bddy Ruchivat, Sizrem Pesdaflaran Fanoh Sehelum dan Sesudal Berlakunya UUFRA,
Bandung: Amico, 1994, him. 3§

 Budi Harsono, G it hlm. 4
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dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daflar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satvan-satvan rumah susum, termasuk pemberien surat tanda bukti
haknys bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan bak milik atas
satuan remah susun serta hak-hak tertenin yang membebabninya”. Untak
keperluan itu sisten pendaflzran tansh yang digunakan pads sisitern publikas
positif’ vaitu bukan sistem pendaflaran akia, melatokan apa yang disebut sistem
pendaftaran Hak {registration of titles).”

Pengumpulan data yundis dilakukan melalui pembuatan aks, akan totapi
bukan akia tersebut yang didaftarkan. Akia hanya merupakan sumber dats yandis
yang diperiukan untuk pendafiaran, Data tersebut diclah dan dibukuken dalam
suafu buku yang disebut depgan Buka Tanah (egster), sedangksn vang
merupakan surat tanda bukdi adalah sertipikat.

Pengolahan dan pembukuan data dalam buku tanzh serfa pencrbitan
sertipikatnya dilakukan melalui pemeriksaan dan peneliian mengensi benaran
data materfl yang bersangkutan. Mengingat hal itu jelas, bahwa sistem publikasi
di Indonesia bukanlah sistem negatif mumi dan bukan pula sistem positf
melainkan cpa yang dikenal sebagai sistem publikasi negatif yang mengandung
unsur-unsur positif.

Pengertian definisi pendaftaran tanah menurot PP Nomor 24 Tahon 1997,
mengandung beberapa aspek teknis dan yundis, bahkan apabila definisi tersebut
ditinjau  lebih mendalam Jagi, temyata definisi tersebut mempakan
penyempumaan dar ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasatkan PP
Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat {2)
UUPA, vang hanya meliputi pengukuran, perpetaan den pembukuan tanah,
pendafiaran den persliban hak efas tansh, seriz perberian surat fanda buki
hakoya atau serfiptkat.

* Ihid, him. §
* 0p.Cit, Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesis, Rim. 27
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Sejak dahulu orang sudah berusaha untuk menciptakan dan mendapatkan
serta memperjvangkan kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan berbagai
upava. Demikian juga dengan Pemerntahan Belanda yang pada tanggal 21 April
1834 mengeluarkan suatu peraturan leplang kewajiban Pendaftaran Tanah yaifu
“Qverschdjvings ordonanniie” {8.1834-27), namun yang wajib didaftarkan
menurut ordonansi ini hanyalah tanah barat yang pemilknya sebapian besar orang
Belanda,

Terhadap tansh adas, tidak ada kewajiban untuk mendafiarkan anahnya.
Meskipun ada tujuannnya berbeda dengan Overschrifvings Ordonanntie tersebut,
hanyalah untuk kepentingan pembayaran pajak, bukan kepastion hukum bagi
pihak vang bersangkutan sedangkan tanah adat tidak mempunyal kepastian
hukuin sama sckali, Hal i ditegaskan lagt oleh Yurisprudensi Makamah Agung
Republik  Indonesia tanggal 10 Pebman 1960 No 34/K/Smpil/1960  yang
menyatakan sebagai berikut

“Surat petuk pajak humi merupaken suatn bukll mutlak bahwa sawah

sengketa adalah milik orang vang namanya tercantum dalam petuk pajak

bwmi tersebut, akan tetapl petuk itu hanya merupakan tanda siapakab yang
harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”™,

Yurispoudensi tersebul mendesak suafn keinginan untuk menciplakan
bukum bagi hak atas tanah yang juge merupakan saish satn tujuan UUPA.
Kepastian mengenal hulmmnya, hak atas tanahnya, subyek maupun obycknya,
berusaha diwujudisn melalui garana pasal 19 ayat {1}, pasal 23 ayat (1), pasal 32
ayat (1}, pasal 38 ayat {1} UUPA dan pasat 1 Peraturan Menteri Agrana Nomer 1
Tabun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak pengelolaan.

Menurut pasal 4 FP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah
bertujuan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindongan hukum
kepada pemegang hek yang bemangkutan maka diberikan sertipikat hsk atas
tanak. Dalam mngka menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan
dan pemerintah untuk memperofeh informasi data fisik dan data yuridis dan
sebidang tanah vang sudah terdafiar untek umum den untuk terciptanya tertib
administrasi pertanahan.
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Qbyek pendafiaran tanah menurut pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1597
tentang Pendaftaran Tanah, melipnti :

1) Bidang-bidang tanah vang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha,

Hak Guua Bangunan dan Hak Pakaj;

2} ‘Tanah Hzk Pengelolaan;

3) Tangh Wakaf,

4} Hak Milik Atas Satan Rumah Susun;
5} Hak Tanggongan dan

6) Tanah Negar

Eeuntungan dart pendafaran tanah dapat ditinjau dad segi pemegang hak
atas tanah, karena haknya sudah termasuk dalam peta dan jelas tordaftar, Dengan
demikian akan memberikan jaminan positif atas haknys, sehingga memperkecil
kemungkinan fertadinya sengkeiz. Hal ini juga akan mempengaruhi proses
pemindahan hak karens dengan adanya bukfi sehingga akan memperingan hiaya,
prosedur dan persyaratan Iain, yang dengan sendirinyz tansaksi tanahnya menjadi
lebilt mudah, mamak dan aman, Selain itu tujnan masyarakat maupun pemerintah
melalukan pendafiaran tanah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi
subyek maupun shyek yang akan diwujudkan dengan sertipikat, vang mana hal ini
j‘uga merupakan suatu keuntungan bila ditiajau dant segl sertipikat sebagai alat
bukti yang kuat.

Pemberian serfiptkat merupakan produk akbir dari suaste  kegiatan
Pendaftaran Tanah memmut pasal 19 ayat (2) UDPA. Serhipikal menwul PP
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendzaflaren Tanah merupakan surat fanda bukii
hak sebagaimana dimaksud datam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUIPA entuk hak atas
tanah, Hak Pengelolsan, Tamah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan
Hak Tanggungan vang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang
bersanghutan,

Kepastian mengenai subyvek hak dan obyek hak sangat diperukan dalam
lalu lintas hukum mengenat hak atas tauah, Untuk menjamin kepastian subyek hak
dan obyek hak, maks pemerinfah menyelenggarakan suatu sistem pepgumuman

mengenal hak-hak atas tanah. Peagemuman tersebut meliput! :
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1) Pengumuman mengensi letak, batas serta jues bidang tanah vang dipunyal
orang dengsn sesuatu hak, schagaimana dimaksud dalam “asas spesialis”
yang diselengparakan oleh Pemerintah dengan mengadakan kadaster,

2} Pengumuman mengenai orang-orang yang memjadi pemegang hak,
schagatmana dimaksud dalam “asas publisitas” atau openbaarheid”.

1) Pengumuman diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menyelengparakan
pendaflaran hak,

Asas publisitas adalahy merupakan suate prnmnsip yang memungkinkan
sefiap orang dapat mengetahui hak-hak dan semua perbuatan bukwm mengenai
hak-hak itu. Tidak semua pendaftaran hak yang dilakukan oleh Lurah dan Pamong
Desa lainya dalam rangka menyaksikan pemindahan hak atas tanah, mengandung
asas publisitas. Yang dirazksud pendaftaran hak yang mengandung agas publisitas
adalah pendafiaran hak alas tanah dalam daftac-daftar umum, yaite daftar-daflar
vang terbuka bagi sefiap orang yang memeriukan keterangan dari dafier tersebut.

Pasal 1! PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatsr tentang kegiatan
pelaksanaan pendafiaran tanah, bahwa pelaksanaan pendafiaran tansh melipudi
kegiatan pendaflaran tanah untuk pertama kali dan pemeshibaraan data pendaftaran
tanah, Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengator tentang rincian masing-
masing keglatan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai berikut

1} Kegiatan pendafiaran tanab untuk perfama kali, meliputi -

a. Pengumpulan dan pengolaban data fisik ;
b Pengumpulan dan pengolaban data yundis ;
¢. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
d. Penerbitan sertipikat ;
e. Penyajian data fistic dan data yuridis;
f. Penyimpaanan dafiar umum dan dokumen.
2) Kegiatan pemeliharasn data pendafiaran tanah meliputi
a. Pendaflaran perlaihan dan pemebebanan hak
b. Pendaflaran perubaban daiz pendaflaran tanab Izinya,

Sistem yang digunakan dalam pendafisran tanah vntuk perdama kali ada

dua macam, yaitu sistem pendaftaran tamah secera sistematik dan sistem
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pendaflaran {anah secara sporadik. Dalam pendaflaran tanah pertama kali

dijakukan kegialan ajudikasi, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan dan

penctapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa

obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftavnarnya. Pasal 13 PP Nomor 24

Tahun 1997 menetapkan sistem sistermatik dan sporadik sebagat berikut :

1. Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah

gecara sisternatik dan pendaflaran tanah secars sporadik. Pendafiaran
tanh sitematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di
wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Meanten.

2. Dalam suatu desa atau kelumshan belum diletapken sebagai wilayah

pendalaran tanah secara sisternatik sebagaimana dimaksud pada ayat
{2}, pendaftarannya dilaksanakan melalsl pendaflaran tansh secarn
sporadik.

3. Pendaftaran tanah secara sporadik ditaksanakan atas permintaan pihak

yang berkepentingan.

Pasgal 36 PP Nomor 24 Tahun 1597 mengatur tenlang pemeliharaan data
pendaftaran tanah (dais maintenance) scbagai berikut @

1. Pendaflaran data pendafiaran taneh  dilskokan  apabila  teradi
perubahan pads date fisik dan dats vuridis obyek pendaftamn fansh
yang telah terdaflar

2. Pemegang hak yang bersanghwtan wajib mendaftarkan penubahan
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada kantor pertanahan.

Perubahan data dapat tejadi pada data yuridis berupa terjadinya peralihan

hak atas tanah. Perubahan data tersebut terjadi karena adanya perbuatan hukum

jual beli tanah, Perubahan dalam bentuk hak im juga harus didaftarkan dalam
rangka pemelibaraan data pendafiaran tanah seperti diatur dalam pasal 37 PP

Nomor 24 Tahun 1997,

Sctelah dilalkukannya pendaflaran perfama kali atau pendaflaran dalam
rangka pemeliharan data maka akan ditrima sertipikat baru bagi pendaflaran
pertama kali. Di dalam sertipikatnya akan terdapat pervbaban dats terhadap
pendaftaran dalam rangke pemeliharan data,
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Sertipikat hak atas tanah pada dasarnya mencenminkan pendafiaran tanah
secara hukum (rechi kadaster atau legal kadaster) dalam hal pemberian tanda
bukti kepada pemegang hak. Dalam konteks inf, maks fungsi sertipikat hak atas
tanah adalah sebagei tanda bukd hak, vang diatur dalam ketentuan UUPA, vaitw :

a. Pasal 19 ayat {2) huraf c, bakwa seripikat hak tanah adaleh alat

pembuktian vang kuat;

b. Pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2), dan pasal 38 ayat (2).

Wujud konknit dari tzjoen pendafieran tanah dalom hal menjamin
kepastian hukum dan kepastian hak adalah penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Sertipikat hak atas tenah mempermudah pemegang hak untuk dapat membukiiken
dirinya sebagal pemepang bak atas tanah yang bersengkutan. Berdasarkan
ketentuan pasal 19 ayat (2) UUPA, maka akibat hukum dari pendaftaran hak atas
tanah berupa penerbiian surat tanda bukt hak (sertpikas) vang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat terhadap pernegang hek atas fanah.

Sertipikat fanah memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak
yang bersangkutan, diantaranya yaijtu :

1. Scbaga alat bukti kepemilikan atas tangh apabila ada sengketa

terhadap tanah yang bersangkutan; dan

2. Jaminan pelunasan hutang pada hetang pads bank pemeristanah

atanpun swasta,

Pasal 32 ayat (1} PP Nomor 24 Tzhun 1957 mengatur fentang scxtipikat
sebagai alat pembuktian yasg kuat, yaitu bahwa sertipikat merapakan surat ianda
bukti hak vang berlaku sebagal alat pembukiian yang kust mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat didalammnya, sepanjang data fisik dan data yuridis
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ulcur dan buku tanah hak yang
bersangkutan.

Bertolak dari ketentuan pasal 32 ayat (13 PP Nomor 24 Tahun 1997
tersebut, selama tidak dapat dibuktikan sebalikoya data fisik dan data yunidis yang
tercanturn didalmnya harus diterima sebagai datz yang banar, balk dalam
melakukan perbuatan hukaem sehari-hari maupun berpekara di Pengadilan. Dalem
konteks ini, data yang dimuat dalm Serat Ukur dan Buku Tanah mempunyai sifat
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terbuka untuk umum, sehingga pibak yang berkepentingan dapat mencocokan
data dalam sertipikatnya dengan yang ada dalam Surat Ukur dan Buko Tanah
vang disajikan di Kantor Pertanahan.

Sebagai kelanjutan dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat
adaizh apabila ada pihsk lain yang merasa mempunysi hak atas tanah vang
dimaksud, ia tidak dapat menuntul hak atas tansh tersebui, apabila dalam wakw
lima tahun sejak diterbitkarmya sertipikat tidsk mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegeng sertipikat ataupun tidak menpajukan gugatan ke
Pengadilan (asas rechiverwerking) mengenai tanah yang bersangkutan.

2.2 Posisi Kasus

Sebelumnya telah disebutkan diatas babwa pelaksansan pendafiaran tanah
menyangkut dua jenis kegiatan, yailn pendafiaran tanah untuk pertama kali (initial
regisiraiipny dan pemeliharaan data pendaflaran tanzh {datc mainienance).
Khusus menyangkut pemeliharaan data pendaflaran (enah dilskukan apabilz
terjadi peruhshan pada data fisik dan yurdis tanah vang telah didafiar,

Perubahan data Dstk afau data yuridis antara lain dapat ferjadi karena
adanya perlathan hak atas tamah’® Didalam pasal 94 ayat (2) butir (a)
PMNA/EBFPN No.3 Tahun 1997 dikatakan :

“Perubahan data yuridis schagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Peraliban hak karena jual beli, tukar menokar, libah, pemasukan dalam

perusahiasn, dan perbuatan hukum pemindshan hak lzioya™

Selanjuinya perbuatan hukum peraliban hak atas tanah tersebut hanya
dapat didaflarkan jika dibuktikan denpan akia yang dibovat oleh pejabat yang
berwenang memurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaky,
yaifu adalah PPAT. Setiap perbuatan hukum melalui jual beli tanah yang tidak
dilakukan dihadapan PRAT adalah tidak dapat didaftarkan.

Keberadaan pelaksanaan jual beli berdasarkan Hukumy Adat masih
dipertahankan sampai saat ini, iebih Janjut hahwa rmaksud dipertahankannya
pelaksanaan jual beli berdasarkan Hukum Adat karena prosedurnya vang lebih

* Budi Harsons, Hubum dgraria Indoresia, Op-Cit, kim. 396.29%
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mudah dan tidak berbelit-belit serta sdanya anggapan bahwa pelsksanaan jual beli
berdasarkan Hukum Adat adalah sah. Masibh banyakaya praktek joal beli ind
membawa akibat hukum terhadap pembeli/permegang bak terakhir pada saat akan
mendaftarkan tanzh hak miliknys fersebut. Sejak berlakunya PP Nomor 10 Tahun
1961 yang kemudian elab digantikan dengan PP Nomor 24 Tahun 1897, babwa
setiap orang diwajibkan untuk melakukan pendafiaran tanah.

Hukum azdat mengukuhkan sabnya jual beli tanah yang tidak dilakukan
dihadapan pejabat yang berwenang yang berkailan denpan PP Nomaor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Peiabat Pembuatan Akta Tanah. Pembeli jelas
akan mengalami kesuhian untuk membuktiken haknya atas fanab yang sudah
dibelt bailk yang sodah bergertipikat maupun yang belum bersertipikat, karena
tanpa adanya akia jual beli tanah yang dibuat dikiadapar PPAT, akibatnya Kepala
Kantor Pertanahan jelas menolak untuk melakukan pencatatan peraithan hakaya
dengan berdasar pada pasat 43 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Pasal 53 avat (1} PP Nomor 24 Tahun 1997 serta pasal 94 ayat (2} butir b
dan pasal 125 ayat (1) PMNA/KBPR Nomor 3 Tahun 1997 menentukan adanya
pemeliharaan data pendafigran favmh berdasatkan Putusan Pengadilan. Menurut
ketentuan tersebut, Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kantor
Pertanahan mengenai isi semua Putusan Pengadilan yang telah memperolsh
kekuatan hukum tetap dan ataupun penetepan Kema Pengadilan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah ataupun
atas satuan rmomah susun vang sudah didaftar, untuk disatat pada buku tenaly vang
bersangkutan, dan sedspal mungkin jega pada sertipikainya dan daftar-daflar
lainya. Sebagaimans pada pasal 55 avat (2) PP Nomaor 24 Tahun 1997 serta pasal
125 ayat £2), pasal 126 ayvat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahua 1297.

2.2.1 Tentang kasus
D1 bawsah ini akan dideskripsiken mengenai kasus jual beli hek atas tanah
yang dilakukan berdasarkan Hukm Adat ateu yang ditwiat tanpa akta jual beli
dihadapan PPAT. Kasus bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong
Bogor Nomor $5/Pdt.3/2002/FN.CBN, adalah sebagai betikut ;
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Pengadilan Negeri Cibinong yang memerikss dan mengadihi perkara-
perkara perdata pada Tingkat Pertama felah menjatuhkan putusan sebagai berikut
datam perkara Manting Cristy Tugiah vang beralamat di Kampung Cihideung 1lir
RT.14 RW.03, Desa Cihideung Hilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dengan melawan beberapa Tergugat ysitu:
1. Sri Agustinah Sthono (alm}) atau Para Ahli Warisnya yang beralarsat di Desa

Cihideang Ilir Kecamatan Ciampes, Kabupaten Bogor, yang pada saat ifu
tiduk diketahui Jagi kebemdaanya atau alamatnya yang pasti.

2. Maman Sukamna, beralemat di Kampong Cibanteng RT/RK 03, Kelurahan
Cihideung THr, Kecamatan Clampea, Kabupaten Bogor, yang juga tidak
diketabui fagi keberadasznnya atau alamatnya yang pasti,

3. Ny.Yati Abas Priatna, bemslamal di Kampung Cibanleng RT.16 RK.(03,
Kelurahan Cihidesng i, Kecamatan Ciampea, Kabupaien Bogor, selaniutya
disebut sebagai Turut Tergugat Il

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bewslamat di Jalan Tegar
Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutmya disebul sebagai Turut
Tergugat Il

Tentang duduk perkaranya dalam kagus ini adalah bahwa Tergugat ( S
Aguctinah Sihono (alin) ) telah menjuz] sebidang sawah seluas 2130 m* ke Turut
Tergugat I seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdetak di Desa
Cihideunsg  Ilir, Kecamatan Ciampea, Kasbupaten Bogor, hanya dilakukan
berdasarkan kwitansi tertanggal 4 Januari 1997, Tergugat 1 {Maman Sukarna),
telaly menjual kepada Tergugat I (Ny. ¥ati Abas Priatna) seharga Rp.1.000.600
{satu juia rupiah} berdasarkan surat keteranpan jual beli sawah, yang (itanda
tangani oleh Turut Tergugat 1 dan Tungt Tergugat I, yang dibuat di Cibanteng
pada tanggal 28 Jull 1977, Terakhir Turut Tergugat Il (Ny.Yati Abas Priatng}
telah pula menjual sebidang sawah tervebut sehuas 1960 m” kepada Martina Cristy
Tugiah (Penggugat) dengan harga sehosar Rp40.000.000 (empat puluh juta
rupiak}.

Berdasarkan surat jual beli sebidang tanah sebelum akta yang
ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Pengpugat telah diketahui oleh Kepala
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Desa Cihideung Hir pada tanggal 8 Mei 1994, Sampai dengan saat ini Penggugat
telah berupaya mencari St Agustinah Sihoro (alm) dan Ahli Warisaya (Tergugat)
akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat termasuk juga alamat Tergugat
yang pasti.

Penggupat mengalami kesulitan mengums atau balik nama pemegang hak
atas taneh dalam sertipikat dan afas pama Terguggat menjadi atas mama
Penggugat dan hasil jual beli sebidang sawah dengan luas 1960 m* yang, terletak
di Desa Cihideung liir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut
sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor 7 masih atas nama Sri Agustinah
Sihono. Kantor Perfanshan Kabupaten Bogor telah menolak karena syarat yang
ditentukan olch perataran perundang-undangan tidak dipenuhi. Kantor pertanshan
setempat mengharuskan Penggugat untuk membnat alda jual beli dengan skts
PPAT. Penggugat sebagai pembeli Pemegang hak terakhir kesulitan untuk
mengulang atau membuat zkia jual bell dihadspan PPAT, diksrenskan pihak
Tergugat sebagai pemilik awal felah meninggal dunia dan sudah tidak diketahui
lagi alamatnya, maka dengan hal demikian Peaggueat meagajukan gugatan ini ke
Pengadilan Negeri Cibinong.

2.2.2 Hasil Patusan -
Pengadilan Negert Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini
tersebut selanjutnya membetikan suatn putusan yang berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

2. Maenyatakan sah jual beli tertanggal 4 Jaouari 1997, 28 Juli 1997 dar tanggal §
Mei 19594; :

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang sawsh
seluas 1960 m® yang terletak di Desa Cihideung Tlir Kecamatan Clampea,
Kabupaten Bogor. .

4. Memernntahkan kepada Turut Tergugat I untuk membalik nama sertipikat
Hak Milik Nomor 7 dari atas nama St Agustingh Sthono (Tergugat) keatas
nama Martinah Cristy Tugiah (Penggugat).
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S. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1, I dan III untuk membayar biaya
perkara ini.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yaitu menimbang bahwa pada harl persidangan yang telab
ditetapkan pihak Penggugat dan Turut Tergugat II telah hadir di persidangan
sementara Tergugat, Turut Tergugat I dan Tunit Tergugat I tidak pernah hadic di
persidangan walaupun teleh dipanggil dengan ssh dan menimbang bahwa
walaupun demikian Hakim ketuaz Majelis felah berusaba untuk mendemarkan
kepada para pihak fetapi tidak berhasil, oleh karena s pemorikassan terhadan
perkara mm dilanjutkan dengan dibacakannya sumat gugatan Penggupast, vang
maksud dan intinya totap dipertahankan oleh Pengpugat.

Menimbang bahwa atas surat pugatan tersebul, Turat Terpupat 11 telah
mengajukan Jawaban terianggal Mel 2002 vang isinya scbagat beriknt
1. Bahwa Turut Tergugat 111 menyaiakan menolak dalii-dalil Pengpogat kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tertulis dan jelss.

2. Bzhwa gugalan Penggugat tidak jelss (ehscuwwriibelium}, karena tidak ada
alasan Penggugst untuk menumbulkan kewajiban terhadap  Instansi
Pemedniah/Kepala Pertanahen Kabupaten Bogor untuk melaksanakan balik
nama sertipikal, schab Pengpupgat kenyataannya sampai saat int belum perosl
mengajukan permohonan poralihen haldbalik name yang memenuhi gyarat dan
prosedur sesuml deugan kelentuan Pemturan  Perundang-Undangan  yaog
berlaka: n.

3. Bahwa terhadap gugatan optak melakuken sesuaty yang menyangkut keptihisan
pejabat sesuai dengan UL Nomor 5 Tabun 1986 tentang PTUN scharusnya
diziukan ke PTUN btukan kepads Pengadilan Negeri, karena PTUN tidak
berwenang utnuk mengadili porkars inl.

4. Bahwa gugatan tidak beralasan karens untuk josl beli tanah scharosnye
dilengkapi dengan akia dihadapan pejabat yang berwenang sesouat dengan yang
diatir dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 dan sckarang dalam PP Nomor 24
Tahun 1597, '
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon eksepsi Turut Tergugat

HI dapat dipertimbangkan dan diterima seluruhnya.

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan
Replik dan juga Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik, sedanpkan
Tergugat, Tunat Tergugat [ Turat Terpgugat 1T dengan ketidakhadiranays tdsk
mengajukan Duplik. Menirsbang babwa untuk menguatkan dalil gugatanya
terscbut Pengeugat dalam pergidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

L. Foto Copy sertipikat Hak Milik Nomor 7 seluas 1960 m? atas nama Sri
Agustinah Sihono, sesua dengan ashinya, diberi tanda (P/);

2. Foto Copy kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah dengan sertipikat
Nomor 7 seluas 1960 m? tertanggal 8 Mei 1994 sesuai dengan aslinya diberi
tanda (P-2},

3. Foto Copy surat jual beli sebidang tanah schelums di akta, sesuai dengan aslinya
diberi tanda {P-3);

4. Foto Copy surat keterangarn jual beli sawah di Desa Cihddeong Hir Kecamatan
Ciampea Kabupaten Bogor, sesuai dengan aglinye dibed tanda (P4};

3., Foto Copy kwitansi pembavaran sebidang tanah sawah seluas 2130 m* Nomor
.849, tidak aslinya, diberi tanda {P-3);

6. Foto Copy Surat Pemberitabuan Pajak Temtang Pajak Bumi dan Banpunan
tahon 2001 Nomor 32.03.040.044.000/1400.7 atas nama Tugiah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda (P-6);

7. Foto Copy KTP Nomor 32.03.05.2015/881/823287 tertanggal 8 Mei 2001 atas
nama Yali Abas Privatna dan KTP Nomor 32.03.052015/1331/8235570
tertanggal 20 Maret 1999 atas nama Martinah Cristy Tugiah sesual dengan
aslinya, diberi tanda (P-7).

Bahws foto copy surat bukti terschut distss bermosterai cukup dap telah dicocokan

dengan aslinya dalam persidangan yang kecuali bukil (P-3) Penggugat tidak dapat

menunjukan aslinya.

Menimbang bzhwa sclain surat bukt  fersebut Penggugat dalem
persidangan jugs telah mengajukan 2 {dua} orang saksi masing-masing bemama :
Saksi I DrIr Hj.Hertami Djatmiko, disumpah menerangkan sebagai berikut
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1. Bahwa saksi-saksi kenal dengan Penggupal Karena sudah lama bertetangga
sedangkan para Tergugat saksi tidak kenal;

2. Bahwa benar saksi mangetahul Penggugat pemah membeli tanah seluas 2060
m® pada (ahun 1994 dari Ibu Yati Abas Priyatna, sedangkan harganya saksi
tidak tahu;

3. Bahwa saksi kenal dengan Ibu Yati Abas Priyatna dan sekarang masih hidup;

4. Bahwa benar seriipikat tersebut atas nama Sei Agustinah Sihono (alm);

5. Bahwa benar sekarang tanah tersebut ditanami palawija dan juga diatas tanah
tersebui ada sebuah bangunan rumah sedangkan batas-batas fanah terscbut
saksi tidak mengetahui, sedangkan Saksi I Sujinah, disumpah menerangkan
sebagai berikut :

I. Balwa saksi tahu Penggugat pemah membeli tanah pada tshun 1994
seluas 2000 m" di Kampung Cihideung Ilir Kecamaten Ciampes
Kabupaten Bogor dengan harga Rp.40.000.00C (empat pulvh juta nupiah},

2. Bahwa benar taniah tersebul ads tanaman dan sebugh bangunsay sumah.

3. Bahwa benar selama Penggugat mengelola tanah tersebut aman dan tidak
ada yang keberatan.

4, Bahwa saksi tidsk mengetahui wakte Penggugst menyerahkan vang jual
beli tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diatas dapat
ditelusari munculnya kasss hukum yanpg dapat dianalisa dari beberapa aspek
hukem @

1. Terjadinya peralihan hak atas tanah melalui jnal beli berdasarkan hukum adat
dengan cirri-¢itl
a. Benar-benar tegadi pe'xbnaian hekum jual bel tanah dengan memennhi

syavat maferii;

b. Jual beli tanah tersebut tanpa dibuat akia jual beli dihadapan PPAT,

2, Adanya kehendak pemilik torakhir sebagal pembeli untuk membalik nama
sertipikat dan adanya penolakan Lalik nama sertipikat oleh Kantor Pertanahan
setempat;
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3. Adanyz Putusen Pengadilan Negerl sebagat upaya penyelesaian hukum dan
merupakan dasar peraliban hak atag tanah, vang menckankan pada hal-hal
sebagai berikut :

a. Pengesahan perbuatan materil jual bk tanah;
b. Dasar pembuatan akta juzal beli;
¢. Dasar peralihan hak atas tanah/balik nama sertipikat.

Di dalam kasus yang menyangkut permasalahan tersebut diatas pembeli
dalam hal ini Ny Martina Cristy Tugizh (sebagai penregang hak terakhir) hak ctas
tanah jelas mengalany kesulitan untuk mendafiarkan hak atas tanahnya. Pembeli
(pernegang hak terakhir) mengalami kesuliten untuk membuktkan peralihan hak
atas tanah melaiui jual bell yvang tanpa dilakukan dibadapan PPAT.

Permasalaban hukum yaug dibadapl pombeli/pemegang bak terskhir
adalah Kantor Porfanahan sctempat sebagal lembags yvang berwenang untuk
melrksanakan pendaftaran tansh menolak, Kanter Pertanahan menyatakn pembeli
diangegap tidak dapat membuktikan hak wias tanah vang telah dibelinys.

2.3, Analisa Terhadap Permasalahan Hukum
2.3.1 Kedudukan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat

Didalam Hukum Posifit di Indonesia.

Padz umumya dapat dikatakan, bahwa manvsia selaln terlibat dalam
perganlan dengan sesamanya, schingga terjadi hubungsn antar manusia yang
disebat juga dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individs: akan
menimtbulkan perhubungan yang dapat bersifat perhubungan biasa den
perhubungan hukum. Svaty perbubungan disebut hubungan hukum apabila
hubungan antara dua orang atau dug pihak tersebut diatur oleh hukum. Yaitu
hubungan antara sesama manusia yang diatur oleh hukum atau suatu hukum yang
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan jts ditindungi oleh oy

Hubungan hukum antar dua orang atau dua pihak atas lebih didabului oleh
pervincangan-perbincanpan diantara para pihak dan adakalanya mewujudkan

* Hardi Katono, Hukum Perjanjian, Difdat Fakulias Hukem Universitas Padjadiaran,
Bandung, Januari, 1209, him. 4-5.
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dengan suatu perjanjian atau perikatan, akan tetapi adakalanya tidak mewujadkan

suaty perjanjien atay perikatan*® Pada uraian-uraisn sebelumnya telsh dijelaskan

definisi atau batasan-batasan mengenai apa yang dimaksud dengan perikalan itu.
Perikatan adaslah suwatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,
berdasatkan mana pthak vang satu menuntut sesuaty hal dari pihak yang laim, dan
pihak vang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ite

Definisi atau batasan-batasan mengenai perikatan di atas, dapat ditarik
kesimpulan behwa setiap perikatan selalu terdapat dus pihak yanp saling
herhubungan yaitu:

i. Pihak yang berpiutang {(kreditur) adalah pihak yang mempunyai hak
unfuk meountut sesaat prestasi dad perikatan yang bersangkutan,
gan;

2. Pihak yang herhotang (debitur) adalsh pihak yang mompunyal
kewajiban untuk memenahi perikatan yang bersangkutan,

Hubungan hukom yang tSmbul karena peganjian itu mengikat kedua belah
pthak vyang membuat perfaniian, schagaimana seperti dava mengikat suatu
undang-uadang. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat {1} KUHPerdata vang
menyatakan bahwa ;

“senua persetujusn yang dibuat secars ssh berlaku sebagai undens-

usxiang bagi mereka yang membuatnya.”

Seseorang dengan ialan kesepakatan meogadakan sesuatu perjamjian,
sehingps oleh karens orang torsebut menghendakinys, maka dasar dar
mengikatken dirt it ialah niatnya.

Niat seseorang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena ity maka
didalarm pergaulan hidup, orang dapat mengetahui epe yang dikehendald oleh
sesmmanya hanya dari pernyataanya saja vang divcapksn sccam lisan ataw yang
dilukiskan. Permyatasn secars tertulis tersebut dapat dijadikan bukt tentang apa
yang telah diungkapkan demi tercepainya suate kata sepakat.

* Ihid, Klm. -16.
*? Subekti. R, Hulum Perjanfian, Cetakan Kesembilan, Jakaria: Intermasa, 1984, him.1
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Di dalam tulisan pemyataan itulah yvang mewujudkan kehendak orang dan
oleh sebab wiat orang tidak dapat dirzba atau dilihat maka terikatnya seseorang
kepada pernyataan tersebut sebagai perwujudan dan niamya. Berdasarkan bal
tersebut di atas, maka didalam undang-vndang diakui adanya keadaan mengikat,
baik menurut peraturan yang tertulis, mawupun menurut peraturan yang tidak
tertulis atae adst.

Meskipun menunt feori, suafu perjaniian, atas dasar kala sopakat
terjadinys oleh karena adanya nfat dari orang-orang yang bersangkulan skan tetapi
gecara prakfis yang merupakan pegangan ialah pemyataan niat tersebut Dan
pernyataan niat yang timbal balik tersebut, maka tegadilah suate pegjangian dan
dart perianiian itn keluardah hak dan kewajiban kedua belah pibiak atau salah zatu
pihak diantaranya.

Hak dari salah satu pihak adalah berdawanan dengan kewajiban dari pihak
yang leinya, maka hal ini memberikan hak untuk menuntut dan masing-masing
mempunyai kewajthan Hak dan kewajiban di miliki oleh masing pihsk yang
harus dijalankan deagan sebenar-benamya,

Hal torikat kepada permyvatazn nlad e, adalab amat penting untuk
menggonskan suvat bukt. Seperl delah dikatakan, penggunaan surat buksi okeh
pihak didalam svate peganjian atau akia terhadap pihak lain didalam perjanjian
atay akta itu juga mempunyai akibat lain dari pada pepggunaan surat bukti itu
terhadap atau oleh pihak kefigs.

Kekuatan suatu bukti dari svatu akia baik yang otentik ataupun dihawsh
tangan yang diakai hanyaleh sehalu sama Akiz fersebut membukdikan balvws
adenys suatu pernyataan niat dari kedua belah pihak membuktiken adanys kata
sepakat tidak lehih tapi tidak kurang puls jika akia itw digunakan oleh satu pihak
terhadap pihak tferhadap pihak kedua didalam azkta maka pihak ity dengan
demikian dapat membuktikan, bahwa ja mempunyal mial hak vntuk menuntut
Jawanya.

Jual beli tanah berdasarkan Hukur Adat dalam prakiek sehari-hari masth
banysk dilakukan oleh sebagian masvarakat di Indonesia. Khususnya magyarakat
yang keadaan ckopominya lemah dan tingkat pendidikannya masih rendab Hal
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ini disebabkan masih adanya pengaruh Hukum Adat yang menentukan bahwa jual
beli hak atas tanah adalah sah apabila telah terpenuhi syarat “terang dan tunai”™.

Di dalam Hukum Adat ada sistem yang dipakai berkenaan dengan jual beli
hak atas tanah, pada umumnya dikenal atau lazim dinamakan “jual lepas”, bersifat
terang dan tunai. Ariinya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli
tersebut harus dilakukan dihadapan Kepala Adat atau Kepala Desa, dan dilakukan
secara serantak bersamaan dengan pembayaraan harga {dianggap lunas walaupun
kenyataanya hanya dibayar uang muka/panjar dan pembeli kepada penjual).

Mengenai jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat, Budi Harsono
berpendapat :

“Dalam Hukum Adat “jual beli tanah™ bukan perbvatan hukum yang
merupakan apa yang disebut “peganjian obligatoir”. Jual beli tanah dalam
dalam Hukum Adat merupakan perbuatan pemindahan hak dengan
pembayaran tunai. Arfinya harga yang disetijui bersama dibayar penuh
pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak
ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum
penjual, karena justru apa vyang disebut “jual beli tanah” itu adalah
penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat
yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui
bersama. Maka jual beli tanah menurut pengertian Hukum Adat ini
pengaturannya termasuk hukum tanah.”

Sebagai bukti telah terjadi jual beli dan selesai peralihan hak tersebut,
maka dibuatiah surat jual beli tanah yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan
pihak pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Adat/Kepal Desa dan Sekretaris
Desa, yang fungsinya untuk menjamin kebenaran tentang status tanah, pemegang
haknya, dan keabsahan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang
berlaku dan juga sebagi wakil dari Warga Desa tersebut. Akan tetapi kakutsertaan
Kepala Adat/Kepala Desa dan Sekretaris Desa tersebut bukan merupakan syarat
mutlak untuk sahnya transaksi,

Hukum Adat tidak mengenal ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian
sebagaimana yeng diatur dalam KUHPerdata. Hukum Adat pada dasarnya setiap
perbuatan yang mengakibatkan perubahan posisi hukum (recht potitie) dari suatu
hal hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika perbuatan hukum itu sah,

dimana perbuatan hukum itu dilakukan secara terang dan tunai.
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Menuorut hukum adat mengukubkan sahnya jual beli hak atas tanah yang
tidak dilakukan dihadapan PPAT, akan tetepi pembeli/pemegang bak terakhir
Jelas akan mengalami kesukaran untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah
dibelinya walaupun hak atas tanzh tersebut sudah bersertipikat, tanpa adanya akta
jual behi yang dibuat dihadapan PPAT. Tanpa adanya akia PPAT akan sukar bagi
pembeli untuk mendaftarkan hak atas tanshnya pada Kantor Pertanahan vang
berwenang.

Menurut ketentuan dalam Hukum Tanah NasionaiHukem Positif, bahvwa
jual beli tanah adalab merupakan perfanjian formil, yaite suatu pedganjian vang
untuk sakmya diperlukan dan harus dipenuhinya suatu bentuk stau formzlizels
terientu, arlinys mengharuskan jual beli tanah tersebut dibuat dihadapan PPAT
dan hanya jual beli tanalvbak atas tanah dengan akia jual beli dihadapan PPAT
vang dapat dijadikan dasar untuk pendafiaran & Xantor Pertanaban seksi
Pendaftaran Tanah.

Juai beli tanah dihadapan PPAT dan pendaflaran taseh di Kantor
Pertanahan merupakan suatu sistemn yaug sudah menjadi Ketentuan yang harus
ditaat], Ketentuan tersebut dintur didalam pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendafiaran Tanah yang menyebutkan bahwa :

“Peralihan hak atas tamah dap Hak MIHk Atas Satean Rumah Susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak Iainya, kecuali pemindahan hak melalui
lelang hanya dapat didaflar jika dibuktikan dengan akia yang dibnat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tamah yang berwenang menurut ketentuan
Perundang-Undangan yang berizka,”

Akta Peiabat Pembuat Akta Tanah {(PPAT) dibuat untuk membuktikan
adanya perbualan hukum peralihan bak atas tansh dan bangupman karena
menyangkut tentang kepastian hukum atas famsh dan juga menjadi galah sate
sumber data bagi pemeliharsan data pendaflaran fanah, Akta PPAT im dibuat
sedemikian rupa sehinpga dapat dijadikan dasar yang kuat wvntuk pendafiaran
petaliban hak yang bersangkutan dengan tanah terselbut,

Pasal | ayat {4} Undang-Undang MNomor 4 Talun 1996 fertang Hak
Tanggungan atas taneh beserts benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
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mencgaskan bahwa PPAT adaish Pejebat Umum vang diben wewenang snfuk
membuat akta pemindahan hak atas tanah, akia pembebanan hak atas tanah dan
Akla Pembenan Kuasi Membgbankan Hak Tanggungan menurut Perafuren
Perundang-Undangan yang berlaku, Akta PPAT adalah merupakan bukti otentik
adanya perbuatan-perbuatan hukum teptang hak atas tanah.

Tata cara jual beli tanak menumt Hakum Positif sebenarnya sama dengan
tata cara jual beli tanah yang berlaku menumui Hukom Adat yang dikenal dengan
istilsh  “jual lepas” dan  “terang” sifatnya. Menvrut Hukem Tanah
Nasional/Hukum Positif jual beli tanab adalah pemindahan hak atas tanabh untuk
selama-famanya, vang dalam Hukum Adat dinamskan “jual lepas” dan bersifat
“mnai”. Ariinya, begitu tegadi jual beli, begite pula pada saat bersamaan
teriadilah peralihan hek alas tanah dan pombayaren harga funas, schingga sgjak
saat itu putus hubungan antara pemilik lama dengan tanabmya wntuk selama-
lamanya. Peszlihan hak tersebut berarti peralitiag pengussaan sccara yunidis dan
secara fisik sekaligus, Namun demikian, adakalanya peralihan hak terschut baru
secara yuridis saja karena secara fisik tanah magih berada dibawah pengnassan
orang lain {misalnva karene adanya hubungan sewa yang belum berakhir masa
fangks waktunya}, sehingga penyeraban fisik menyusul kemudian.

Pembayaran harga oleh pihak pembeli kepada penjual (vang dikatzkan
“tunai’), mengandung dua kemungkinan .

a. Dibayar seluruhnya pada saat {erjadinya jual bels atau;

b. Baru dibayar sebagian (belum lunas}. Pembayaran sebagian fersebut
biasanya karens tamah yang bemsangkutan secars fisik imasih dikuasai
olch pihak ketiga dan belum diserahkan kepada pihak pembeli.

Meskipon demikisn, jual bell dinyatakan felah selesai dan sab apabila
sudah memenuhi

4. Penyerahan secara yucidis, dan

b. Telah dibayar sebagiun,

Ini berarti bahwa penyerahan fisik famah dan pembayaran sise harga dapal
menynsul kemudian, maka sl adalab masalah butang pivtang, dan termasuk
dalam aturan hukums mengenai hutang piutang, karenanya tidak dapat dituntut atas

Uéivers!ias indonesla

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



55

dasar jual beli tanah, karena jual beli (peralihan hak atas tanah) dinyataken telah
selesai, selain itu, apabila ada sisa harga yang belum dibayar atan penyerahan fisik
tanah belum dilakukan, juga harus disebutkan secars tegas dalam akta jual beli
tersebut. Penjual atau wakilnyz dan pembeli atau wakilnya harus hadir dihadapan
PPAT untuk menandatangani akta jual beli dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 {dua) orang saks{ yang memeradhi syarat untuk bertindak sebagai
saksi dalam perbuatan hulorm #tu. Baik penjual, pembeli maupun saksi-saksi dan
PPAT, semuanys hams menandatangani skta torsebut, kemudian akta tersebut
benkut berkes-berkasnys dibawa ke Kantor Pertanahan seksi pendaftaran tznah
untuk dilakukas pendaftaran.

Kantor PPAT bersifat terintup, karena memang ia harus menyimpan
tahasia. Maka dari itu dengan akta jual beli yang dibuat dihadagan PPAT, orang
atau pihak Jain yang mengetahui tentang adanya jual beli tersebut terbatas. Lain
halnya jtka sudah didafiarkan pada Kantor Pertanahan, maka dari pendafiaran ity
sclain memperkuat pembukfian, iuga memperluas pembuktion dan datanya
terbuks untuk ¥rmun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jual beli tanab berdasarken Hukom
Adat adalah mewpakan perjanjian sah, akan tetapi untuk mendapatkan jsminan
kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah akan mengalami kesulitan,
Oleh karenanya diwajibkan setiap orang untuk melskuian jual beli tansh
dilakukan dihadapan PPAT. Hal ini dimaksudkan agar tjuan dilakukannya
kegiatun pemeliharazn daia pendafiaran joal belinys pada Kantor Perdtanzhanya
dapat teriaksana.

2.3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli ¥Yang Beritikad Baik
Sebagai Pemegang Hak Terakhir Apabila Jual Beli Hak Atas Tanah
Dilakukan Berdasarkan Hulwin Adat,

Jual beli tanah menyebakan beralihnya hak milik atxs tanah dari penjual
kepada pembeli untuk selama-lamanya atau disebut dengan jusl fepas.
Menurat Van Vollenhoven, pengertian jual lepas adalah :
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*fual lepas dari sebidang tanah atau perairan ialah penyerahan daxi benda
itu dihadapan petugss hulum adat dengan pembayaran jumilah uang pada
saat itu dan kemudian™.*®

Jual beli hak milk atas tanah berdasarkan Hukum Adat dalam praktek
sehari-hari adalah sah apebila telah terpenuhi syarat lerang dan tunei. Artinya
peralihan hak atas tanah dan penjual kepada pembeli tersebut harus dilakukan
dihadapan Kepala Adat atay Kepala Desa, dan dilakukan secara sereniak
bersamaan dengas pembayaran harga jual belinye.

Surat jual beli tanah yang telah ditandaiangani oleh pihak penjual dan
pihak pembell dengan disaksikan oleh Kepala Adat atau Kepala Desa dan
Sckretaris Desa (lazimya disebut akta dibawah tanpan}. Kehadiran pejabat atau
perangkat desa’keluraban fersebut merpakan bukti bahwa telah terjadinys jual
beli serta telah selesal pula poralihan hak tersetast.

Surat jual beli berfungst untuk menjamin kebenaren tentang status
tanahnya, pemegang haknya dan keabsahan bahwa ielah dilaksanakan sesuai
dengan hukum dan disaksikannya jual heli tanah oleh Kepala Adat atau Kepal
Desa dan Sekretaris Desa sebagai wakil dart Warga Desa terscbut, Jual beli tanah
berdasarkan Hukum Adat meliput unsur-unsur sebagai berikut ;

a. Kesesueian harga dan barang;

b. Pembayaran dan penyerahan dilakukan secara serentak;

c. Dibeat secara tertulis (surat jual beli tanah) maupun sccara lsarn;

d. Dilalwken dihadapan Kepala Adat/Kepaia Desa dan Sekretaris Desa

sebagai saksi-saksi atas peristiwa tersebut,

Pengertian tersebut diatas telah mencakup selurnh pengertian mengenat
pelaksanaan jusl beli tanah berdasadkan Hukum Adat. Menurut penulis adalak
tidak jauh berbeda pengertian terscbut diatas dengan pengertian dimaksud di
dalam ketentuan menvrut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu perjenjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihek yang
melakukan perjanjian serta berlaku sebagai undang-undang apabila telah tercapai

* Hilman Hadikusumah, Hikun Perjanjian Ade, Bandung: Citre Aditva Bakti, 1994,
him.108.
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kata sepakat diantars para pihak. Pemberian kebebasan kepada para pihak tersebut
melalui kebebasan berkontrak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian vang
mengikat diantara para pihak fersebut, tidek bolch menciptakan suvatu
ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian ferhadap para pihak, khususnys
pembeli.

Di datam Kitab Undang-Undang Hukum Perdate ketentuan fentang
pembeli yang beritikad baik terdapat pada pasal 1338 ayat (3) yang menycbutkan ¢

“Suat:: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal ini bertujuan untok mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak patet dan
yang bertentangan hukum serta untuk memberikan landesan perlindungan hukum
atas suatu perbuatan jual beli bagi pembeli yang beritikad baik.

Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikat baik merupakan
bagian dari upaya perlindunpan terhadap pembeli dalam prakiek jual beli tanah.
Apabila dihobungkan dengar upaya pembukfian terhadap peraliban hak akibat
jual beli berdasarkan Hulm Adat, maks perlindungan terhadap pembehi
sangatlah penting artinya. Bahkan beberapa yurisprudensi Makamah Agung
Repubhik Indonesia meperangkan ¢

a. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tanggal % november
1958 No.242 %/3ip/1958, menegaskan bahwa jual beli dengan adanya
iakad baik (dilakukan dengan bantuan Kepala Desa setempat) hamus
dianggap sah, meskipun andailkata jual heli it dilakukan tidak sesuai
dengan Peraturan-Feraturan yang ditetapkan oleh Hukum Adat;

b, Putusan Makamah Agung Republik Indonesia fangpal 6 Agustus 1973
No.663 K/Sip/1971, menegaskan bakrwa jual beli tangh meskipun telah
memenshi  prosedur Peruodang-Undangsa  Agraria, nazmun harns
dinyatakan batal karena didahatai dan disertai dengan itikad bak tdak
wajar atan itikad tidak jujur;

¢, Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Reg Na.601
K/Sip/1972 berpendapat bahwa jual beli tanah yang dilaksanakan &
Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat selaku PPAT sudah
sukup membuktikan adanya jual beli vang sah (sarat untuk sahoya
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sudah dipenchi) dan svarat-syaral menuret pasal 19 UL No.S
Tahunl940;

d. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Maret
1982 No. 1230 K/Sip/19R0, menegaskan bahwa perabeli yang beritikad
baik harus mendapat pedindongan bukum;

Pertimbangan pars hakim berdasarken kefentuan tersebut diatas, adalah
pihak pembeli beritikad baik dilindungi, berarti bahwa dalam hal pembataian
suate perjanjian jual beh pihak pembeli vang beritikad baik bagaimavapun
setidak-tidsknya akan menerima kembali uang pembeliannya etau petbuatan
hukum yang menyangkut jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.

Pembel yang beritikad baik maka ia hanis dilindungt oleh hokum. Itiksd
baik dapat pula dilibat dari kenyataan dalam peristiwa hukem torsebut seperti

1. betul-betul tdak mengetahui kalaw tanah yeng dibell it adalab tenah

bukan milik darni sipenhal;

2. jual beli dilaksanakan denpan terang dan dizaksikan oleh Kepala adat.,

Kstab Undang-Undang Hulonn Perdata mengensl pembedaan macam-
macam benda, yaite benda bergerak dan benda fidak bergerak. Dalam pasal 1977
ayat (1} KUHPerdata pada hakekatnya melinduogi sesrang pembeli benda
bergerak yang beritikad baik, sebaliknya jups sehubungan dengan analisa kasus
diatas, dalam hal ixi ssorang pernbeli sebagai pemegang hek terakhir mengalami
kesukaran unfuk membuktikan hak ates tapah yang sudab dibeli dan sudah
bersertipikat fersebut. Hal ini discbabkan karena Hukum Positif/Nasional
mengharuskan agar jual beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT.

Pembeli scbagai pemegang hak terakhir harus diberikan perlindungan
apabila terdapat cacat dalam melakukan jual beli berdasarkan Huokom Adat.
Sebaliknya seorang pembeli tanah meskipun ia mengetabui bahwa tanah yang
bersangkutan hanya digarap cleh oaring yang menjual tanah terscbut kepadanya,
akan fetapi tidak menghubungi terebih dahuly orang yang menguasai tanah itu

meskipun orang itu termasuk fnggal satu Kecamatan, melakukan pembelian itn
tanpa itikad baik.
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Berdasarkan hal terscbut di atas, maka terhadap setiap pembeli yang
beritikad baik sebagai pemegang hak ferakhir apabila peganjian jual behi
dilakukan berdasarkan Hukum Adat dan selama jual bell fersebut diakui oleh
pihak-pihak yang melakukannya maka telah dilindungi oleh ketentuan pasal 1338
ayat {3} KUHPerdata. Beberapa Putusan Makamah Agung Republik Indonesia
juga memberikan jaminag perlindungan hukum terhadap pembell vang beritikad
batk atas sctiap transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan Hokum Adat.

2.3.3 Peoyelesaian Hukum Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Akiba¢
Juat Beli Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Adat.

Hukum Adat mengukuhken sahnya jual beli tanah yang tidak dilakukan
dihadapan PPAT, akan tetapi dalam hal int pembeli jelas mengalami kesukaran
untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah dibeli yang sudah bersertipikat
tersebat karena tanpa adanya akta jual beli tanah vaeg dibuat dibadapan PPAT,
Tanpa adanya akia jusl beli dart PPAT sukar bagi pembeli utnuk mendaftarkan
hak atas tzmatmya di Kanior Pertanshan yang berwemiizg, Kepala Kantor
Pertanahan jeias menolak untek melakukan pencatatan peraliban haknya dengan

berdasar pada pasal 45 avat {1} huruf b, PP Nomor 24 Tahun 1597 Tentang
Pendafiaran Tanah vang menvebuthan :

Ayat (1},
“Kepala Kantor Pertanahan menolek untuk melakukan pendafiaran
peralihan atan pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawsh ini tidak
terpenuhi 7
Horuh b,
“Perbuatan hukum sebagaimans dimaksud dalam pasal 37 ayat (1} 6dak
dibuktikan dengan akta PPAT aiau kufipan Risalsh Lelang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41, kecuali dalan: keadaan tertents sebagaimana
dimalksud dalam pasal 37 avat 2).7
Penyelesaian vang memunpkinkan dapat secarz hukum ditempuh oleh
pemegang hak terakhir (siperibeli) adalzh yang bersangkutan harus meminta
Putusan Penpadilan. Putusan Pengadilan ini kemudian dipakai sebagai dasar
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hukum peralihan hak atas tanah (yang sudah bersertipikat melalui jual beli dan
tanpa dibuat akta jual beli di hadapan PPAT, seperti yang dimaksud dalam PP
Nomeor 24 Tahun 1997).

Pemegang hak terakhir (sipembeli) dianjurkan untuk mengajukan gugatan
(yang bersifat contrdictur) seperti yang terdapat pada pertimbangan duduk perkara
dalam Putusan Pengadilan kasus diatas, yaitu “menimbang bahwa penggugat
dengan surat gupatanya tertanggal 24 April 2002 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan daftar register Nomor
55/Pdt.G/2002/PN.CBN."”

Hambatan yang dihadapi pemegang hak terakhir (sipembeli) tersebut
diatas, terutama hambatan legal prosedural dalam perubahan data yuridis hak atas
tanah di Kantor Pertanahan. Putusan Pengadilan adalah cara yang tepat untuk
ditempuh sebagal penyelesaian hukum yang sesuai dalam rangka untuk
mendaftarkan Hak Milik atas tanah akibat jual beli yang dilakukan berdasarkan
Hukum Adat atau Jual beli hak atas tanah yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT.

Dalam kasus jual beli tanah yang dilakulgan berdasarkan Hukum Adat
tersebut diatas, maka penyelesaian hukum yang dilakukan sipemegang hak
terakhir (sipembeli) adalah meminta putusan Pengadilan, yang intinya
dimaksudkan untuk memutuskan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Pengesahan perbuatan materil jual beli tanah;

2. Dasar hukum pembuatan akta jual beli tanah;

3. Dasar hukum peralihan hak atas tanah, akibat jual beli yang dilakukan
berdasarkan Hukum Adat (balik nama terhadap tanah yang telah
bersertipikat).

Akita jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT berfungsi sebagai alat
pembuktian beralihnya hak atas tanah untuk keperluan pendaflaran atas nama
pembeli sebagai pemegang hak terakhir. PPAT tidak dapat membuat akta jual beli
tanah dihadapannya bilamana persyaratan administratif tidak lengkap, yang untuk
penelitian ini sering dijumpai bahwa pemegang hak lama (penjual) sudah
meninggal dunia dan alamat ahli warisnya sudah tidak ada atau sudah tidak
diketahui lagi secara pasti. Karena kesulitan tersebuf, maka diusulkan kepada
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pembeli atau pemegang hak terakhir untuk memohon Putusan Pengadilan Negeri
mengenal kepomilikan hak atas fanah dimaksud. Untuk kasus-kasus seperti ind,
ternyata Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembeli sebapai pemilik
hak atas tanah tersebut,

Penyelesaian hukum yang dimaksud diatas, sejalan dengan apa yang
dimaksudkan dalam pasal 55 ayat {19 PP Nomor 24 Tahun 1997, serta pasal 94
ayat {2) butir h dan pasal 125 ayat {1} PMINA/BPN Nomor 3 Tahun 1597, vang
meneatnkan adanya pemstibaraan date peodafaran tanad: berdasarkan Putssan
Pengadilan,.  Menurut  kefentuan  fersebut,  Papitera  Pengadilan  waiib
memberitabukan kepada Kantor Pertanahan mengenai ist semua Pulusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga Penetapan
Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terfadinya perubaban pada data fisikc atau
data yuridis mengenal hak atas tanah yang sudah didafiar.

Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 24 Tehun 1997 serta pasal 125 ayat (2), pasal
126 ayat (1) PMNABPN Nomor 3 Tahun 1997, menekankan bahwa pentingnya
Futusan Pengadilan Megeri bagi pemegang hak terakhir (pembeli). Berdasarkan
hasil penclitian penulis, bahwa penyelesaian hekum pada kasus jual beli yang
diuraikan diatas, upaya yang hanya dapat di?aknkan oleh pembeli selaku
pemegang hak terakhir adalah mengaiukan gugatan melalui Pengadilan Negeri
setempat untuk meminta agar perbustan materil jual beli hak atas fanah yang
walaupon dilakukan berdasarkan Hukem Adat dapat dinyatakan ssh sccara
hukum. Juga penulis berpendapat babwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersehut
memberikan kekuatan hokum terhadap jual beli hak afag tanah berdasarkan
Hukum Adat, dengan pertimbangan bahwa perboatan materil jual belf hak atas
tanah tersebut benar terjadi dan dilaksanakan dengan itikad baik.
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BARB III
PENUTUP

3.1,  Kesbupulan

Berdasarkan dari apa yang telah menjadi topik pembahasan tesiz ini, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagat berikut

1. Jual beli hak ates tsmsh berdasarkan Hukum Adat atau jual beli yang
dilakukan tanpa dibadapan PPAT adalah ssh sepanjang syarat materilnya
ferpenull.

2. Didalam Hukum Tansh Nasional/Hukum Positif di Indonesia upaya
periindungan hukom tethadap pembeli yang beritikad baik akibat jual beli
sangatiah penting artinva. Perlindungan terhadap pembeli yang beritikad
baik merupakan bagian darl upaya perfindungan hukum terhadap pembelt
dalam setiap transaksi jual beli hak atas tanah. Hal ini terlihat dari beberapa
yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesia. Tindakan jual beli yang
beritikad baik terlihat pada saat para pihak yang melakukan jual beli hak
atas tanah meminta untuk dilakukan dihadapan Kepala Adat/Kepala Desa
setempat. Didalam KUHPerdata perlindungan hukum terhadap pembeli
yang beritikad baik, spabila perjanjian jual beli dilakukan berdasarkan
Hukum Adat telah dilinduagt oleh ketentvan pasal [338 ayat (3)
KUHPerdata.

3. Penyelesaian hukum vang dapat diterapul pemegang hak terakhir scbagal
pembeli untuk dapat melakukan pendafiaran tanah zpabila jual beli
dilakukan berdasarkan Hukum Adat, oleh pembeli sebagai pemegang hak
terakhir harus mengulang dengan membuat akta jual beli dihadapan PPAT
yang berwenang, bilamans ity tidaka dapat dikakukan karena sesuatu sebab
maka dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat
untuk mendapatkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang
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dijadikan dasar untuk pendafiaran tanah pada Kantor Pertanahan setempat.
Kantor Pertanahan dengan berdasarkan salinen resmi Putusan Peapadilan

yang telah berkeksatan hukum tetap dapat melakukan pencatatan terhadap
peralihan hak atas tanah tersebut.

2, Saran

. Hendaknya Jual beli hak atas tanah khususnya hak atas tanah vang felah

bersertipikat dlakuksn dihadapan Pejabat Pembuat Akt Tanah,

Sebelum melakukan jual bel hak atas tansh, disarankan sebatkoya pembeli
mengetahui dahuly informasi vang akurat baik pada Kantor Desa/Kelurahan
maupun pada Kantor Pertanahan setempat mengenat status tanah yang akan
dipegjualbelikan.  Ksrena  meskipun  undang-endang  memberikan
perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baile, akan tetapi hat
tersebut bukan merupakan faminan bagi pembeli akan tegadinya hal-hal
yang tidak difnginkan dikenudian bard,

Hendaknya Kantor Pertanahan, berkut PPAT sebagai mitre kega Kantor
Pertanshan  terus menerus memberikan  informast dan  melakukan
peny&inhan‘ tentang ketentuwan-ketentuan Hukum Tanah Nasional/Hulom
Posit:f kepada masyarakat, schingga pengetzhuan, pemabaman dan
kesadaran masyarskat lebih meningkat, serta agar teroiptanya kepastian dan
periindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.
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No. S3PALGROOVPN.CEX,

“DEMI HEADILAN BERDASARE AN KETUHANAM YANG MAlLA SAT
Pengadilan Negen Cibinong yang nremenikss dan mengadili pakam-perkara
perdata pada hingkat pertama lelah menjatubkan putusa seboagal berikat dolsm

perkara mHura; ceeseonmcnavn s b R b =

MARTINA CHRISTY TUGIAH, terfmaut Jt Mp. Cibidenug [hr Ri 14702

Dexs  Cihideste iy Recamaton  Ciampen

Kabupaten Bogoer. selanjufaya disebui sebaguw

PENGGUGAT, comm o s e e o wamen
fawan .

1. S8Rl AGUSTINAY SIHONG (alim § atan Parie Ahly Wanisnya, beralamat d

Desss Cilidoung  lhir  Kecamabun Crampea
Kabupaten Bogor. dan sekarang tidak diketofmi
Iagi keberadoannynu otam alwnatnys veng pash
selanjutuy s diseba gebngas ., TERGUGAT.--

2. MAMAN SUKARMA beralumat di Ep.Cibanteng R{ Rk3 Cihideung

I Eecamatan Ciuapesn Kabupaten Bogor, dm
sekarang tidak diketabal lag keberadannnya atan

alamatnya yang pasti selanjuinya diseinit ) --oveeuv

sebagar .., o S8 S TURUT TERGUGAT ..

3. NY. YATI ABAS PRIYATNA, beralamsal di ¥p Cibanteng Rt.16 Rk.3
Cihrdeung [lir Kecamatan Cunpen Kabupalens
Bogar, selanjutioya disebul sebagai ... TURUT
TERGUGAT IT ¢ wecmmrmmnomriemrum e v cveemae s

4. KEPALA RANTOR PERTAHAHAN KABUPATEN BOGOR, beralmnnt

di Yalav Tegar Doripan Cibinoug Kubupalen /
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Bogor, selanintoya disebut sebagai | TURUT
TERGUGAT IIL 2 vt ruevrnssmmeasomncesvamenn e
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; wexeesenrmmenmoemsansscosnsmaantassnrmmscncs 2 ommnmns

Telah membacs surat-surat dalam perkaraind; -- oo x

Menimbung, bahwa Penggugal dengan sural gugatannya terfanggal 24 April
2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilon Negeri Cibinong tanggal 25
April 2002 dengan daflar register No.3SRAUG/2002/PM.Chn. yang mengemvkukan
hal-hal sebagoiBerihit © seeevecccos-tmsmre et dn s - Lekate s S e
- Bahwi Tergugst telah menjual sebidiang  souab seluas 2130 M2 ke- turut
Tergugal [ webargas Hp 300.000.- {tiga rafuw 1o rapeh) yang ferfetak <ff Desa
Cihideung Hyr Canpea Bogar, berdasakm Kawiutast lertanggal 4 Tonary 1972
- Babnwa Tergugat L {MAMAN SUKARMA), telah menjuad kepada ol Tergugai
I (YAT] ABAS PRIVATNA) seharga Rp 1006000, (sstu jula supiwh),
Serdasarkan Surat Keterangas jusl beli sawah & Desa Ciliideung i Kecamaian
Clampen vang ifands tungann  oleh Turut Tergugat 1 dus Turut Tergogut 1
yang, dibust Cibanteng padatanggal 28 Juli 1977 o ceevvmnmni e
. Balwa Turs! Tergugal 11 (YATI ABAS PRIYATNA} felah puls menjual
sebidang sawan tersebut seluas 1960 M2 kepada MARTINA CHRISTY TUGIAH
{PENQGUGAT} deagm hafga segbsar Rp.40.000.600,- (espat puluh juia

ropiah} berada di Desa Cihideung Ilir Persil No 75 S.11 dari lanah Hade Milik

No.7 dengan batas-batas sebagzat berikut | <-oveem i v e o
¢ Sebelzh Utarg T ) 1) 3 T P D
» Sebelah Timur » Tanah Ny, EVL e ens e et e m s
+  Sebelah Seiatan - Tanggu!l Solokan Proyek; -essommemumsrsccrmmnininoraas
+  Sebelah Barat > Tongh Ny, TATTT cmme it i e /
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berdasskan sural jua: beli sebidang fmnsh sebelam div Akta yang ditanda-
tangoni oleh furot Tergugal I dan Penggupat dan diketalui oleli Kepadn Desa
Cihideung 11 T ag ot B Mel 1994 e e ven v mcne nm e s e s s menn s

- Bahwa sampay  denga  saat mi Penggugat  telsh berupaya mencsri SRI
AGUSTINA SIHONG (1im} dan AHLI WARIENY A {TERGUGAT) akan tetapi
Penggupal tidak menemukan Tergugal dan ndau alamnl Tergugal yang pasti; <o

- Babwa kerena hal tersebul dialas Pengpugat wmerasa kesulifan menguros Jis
atan  ustuk membalik nap Serifikat  dari alas smva Tergagat meniudi siax
smna Penggugat  dars hami! jusd sebidang sauwsh deagan luss 1960 M2 yang
tertetnk  di Desa Cihidemng llir Wecomatun Ciampea Kabupen Beger,
sehagmpiana Sertifikal Hak MiBk No7 alas nama SRI AGUSTINAY
SRIV N, oo n o e e e o b 2= 2 - S s SRt

- Bahwa Penppugal  sekaranh mi berkeingisan snluk membalik numa Seviilikat
tersebut akan ietapt BPN Kabupaten Bogor telah menoluk dikarenskan pihak
Tergupat  sebagar pemiiik swal dan telah memnggnl denia dan sudsh Gdak
diketalun  Jugi :émnaizzé*u maka Pengglgal  mengaiukan pogatan wn Ke
Pengadifan Negeri Cinong; -=--r--sremsrmcmae tmmmn vt v memsarmume oo st wmave -
Maka oleh karena haki-hal tersebut ainu alasan tersebut dialas bersama im dengan
hormal kepada Bapak KetnwHukim  Pengadilas Negerl  Cibimong  berkenas
memerikss don mengadili perkara Ink selanjuluya niemberikon spms potisen ving
berbunyt sebagas Derikam o e vm e e e e e e
L Mt‘m;z‘ima dun mengabulkan gugalan Pengpugat | <o meecmam commnnm s rmonna
2. Menyalukan sub fual beli fetanggal 4 Raguart 1977, 28 Jull 1977 dw tangaal 08
V@] 95, o emcr e cn e et =22 m oo 2o e eme e et e an e en

3. Menyatakan Babwy Peaggugal adalub pemilik ;I:mg gah atas sebidung sawali
seluas 1960 M1 vang terletak di Desa Cihideang Hir Kecamatan Clampea

Kabupalen Bogor eamecemmmersummemmwmmevesne s oo w0 i i
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4. Memerintahkan kepadia turel Terpugst i1, untsk membalik nmma sertifken Fak
Milik no.7 dart slas nama SRI AGUSTINA SIHONO {TERGUGAT) kealns nans
MARTINA CHRISTY TUGIAH (Pengpugl 3l v-mrmv-ressmmerssnvsmmnsian avi s oo

5. Menghokom Tergagat dan furut Tergugal LII dan TI vatnk membuyar braya

DEFKAIE HIK, wvmsommeran s voman s e T T £ T o i

Meninibaug, bahws  pada b} persidangar vang lebdh diletoplan gk
Penggupsl das Tl Tergugst 111 telal hadir dipersidangan, sementars Tergugat,
Forut Terpugst I dun Tuwrnt Tecgupal i tulak pomad hadie dipersidungen wabagam

telah dipangil dengan Sat ©eem

Menimbang, babwa  walsspun desskins Hikim Keloa Maphy feids
berusahs vituk mendamailim kepuda pava pihak telupi fidak Derbastl, elel kiaens iu
pepierikesan ferhadap perkara i dilanputhean dengan dibacakamiva Swesf gugatay

Penggugat, yang maksud dan intinya tetap dipertahankan oleh Penggugul §-wvmmvwncnvens

Menmmbang, bahwsa ofas Swraf gugelan msebul Tuml Tempugal I tefab
rrengajukan Jawnban tertnuggal 23 Mei 2002 yang ssinya sebagai berikul Lorconnmrnnenn
Y. Bahws Turul Tergugal 1 menyniskan mencluk dalil-dalil Pengpugnl kecuzly

terhadup hal-hal yang dinlas zecara terinlis dan febas oo meeme e e e

If-».!

Bahwi gugaiun Pengpugal ticak jeias (Absouwr libelllom )  karens fiduk ady I
Penggueat  ualuk menunbulken kewanbas terhadap mstaisi Pemerintah/Flepata
Pertanchan Kab upaten Bogur astuk sneluksumekan badik nama Seritfikat  aguo
sebab Penggugal pun kenyafomya sampd saat it belsm pemah  mengajukon
permohunan Peraliban Hal/Balik  Nana ymg  yang memenuhi gyyarat  dan
prosedur sesun dengan ketentuan Persturan peruncdangan yang berlaka | —-emenvn.ee
3. Behwa terludap gugatun untuk melakokan sesunio vang menangkut Keputusun
Pejabat sesnai dengan Undang-Undang No.§ Tabun 1986 tentang Peraclilan Tata

Usoha Negars sehaenya  diajukan ke PTUN: bukan kepada Pengadilan Negesi, {

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



A

karena tdak berwenang untek mengadih peckara inl, maka mohon Eksepsi Turut
Terguget T dikabnllan (- o eemm e it
4. Bahwa gugotan tidak beralasan karena wntuk j7al beli tanah seharnsnya
dilengkupi dengan akta dihadapan Pejabat yuang berwenang sesunt deagnn yaog
distur dalam Perafuran Peemrintzah No.i0 Tshur 1961 don eekarang dalom
Peraturun Pomverinloh No. 28 100 cmmme e e v s v
Rerdnsarkan hai-hal tersebul di atas maka mohon Elsepsi Torut Tergugul I dapal
diperetimbanghan dan diterima gelurshnya | e cmrmsmm s vt s s
Apabite BMyjelis Halum  berpeadapat lain  ferhadap Elsepsi-cksepsi  tersebul,
selanintnya mengaiukan Jnweban dalum Pokek perkaca sebogai beathat 1 ooereonmvenvans
1. DALAM POKOK PEREARS ; werrreereonsorr-seseasescisareascr e seoameee sioemsenemmeree
1. Bahwa Jowaban Bkgepst tersebul di olas mohon dapat dianggap sudal feomasuk

dan wervpakan bagmn vasg berpisahkeon dengan poliok perkorn sevwrmvinsmrmanees

Al
4

Rahwa persparatan untuk Balik Nana dan Penggugat belum memesuhi syaat
antuk diprogses karena fidak memenuits kelentusn Peraturan Powernizh  yaug
berlaky  berdusakan  Persturan  Pemerintali No. 10 (ahon 1961 st seRWLng
Gidur dulwm Peratintan Pemeriolnh No. 24 tahun 19970 ccommasnianimmmniiene vvmaian
3. Bahwa Pengokuan Penggupst monyebatkis  Budus Pedanuhsn Nugioupud
Kabupaten Bogor teluh menotak Balik Nama Sectilikal hak Milik No F/Ciudeung
adaluh beralusan sebugannws terseb ul dabienpoint 3 diadus —vomcmemememe oo
4, Babwa  gugeian Ldak berfusan Kavena sstuk duad Beli L geluensnva
dilengkepi dengan Akla dibadapm: Pesubat yuig borwenang sesunl dwrgu youig
cthatur  delmn Persfuran Pemerimtsh Noo 10 Tuhun 1981 den sebarang  dialur
dulam Peraturan Penerintah No. 24 {ahin 1807 comcommcmms s mcn i e
Berdasarkan hal-hal lerseb ul i atus, Tutet Tergugat 1 mohon kepadn Yaug

Terhormat Majelis Hukim yaog nremertksa dan skao mengadili perkara ini berkensn

antuk memutus sebaga) Derihng 1 o remm e me ke s s e

1. DALAM EK.SEPSI: .- et e n e emseeeneneens S
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- Menerima dan mengabuikan Ekseps: Turol Tergugat 1T untuk selurshnym jv-maee-

i1 DALAM POKOK PERKARA « ncemneenm st e m s tn e vttt b= b e

«  Menolak gugalan Peaggugsi selurubnyva  adan setidae-tidaknys menyatakan
gugnian Pengangut fidak dapat dilerima (Nt Oovenkeliik Yerkaard).

- Menghukum Penggugsl untuk membayw bun w-biaya vang timbal stas perkara

Menimbang, bahwa olch kayena Tergugat. Turul 'I‘ergugai I, Turul Targuzal

H tidak pernah hadir dipersidungan, niaka para pihak tidak m engajuken javabuy | ceees

Menimbang, bahwa atay Jowsban lersebul Peaggugal lidak mengajukan
Rephk dan juga Turul Terguzal 3 tidek mesgajbken Duplik, sedangkan Tergugut,
Turnt Tergugal 1, Turut Tergugat 11 dengan kstidak hadwannya tidole mengaukan

EHIR I C o rom s m e R = e g

Menimbang bahwa untulk mengoatkan dald gugatunny’ tersebut Penggugul

dalany persidangan teloh nyenvershiom bukii tartalss Derupa Toemmr s e e s
1. ¥Foto cupy Sehifskal Hulk Milik No.7 seloss 1960 M7 aus nama SRY AGUSTINAH
STHOGNC, sesnal ‘zlf:mgmz astiirya, diber tanda {P-1) | momommmmmssn e i s

3. Folo copy Kwitansi pembayaran sebidang tussh smvuh dengan sertifikot We.7
seluas 1960 M2 tertanggal 08 Mei 1994, sesiiu dengsm aslinys diber? tanda (P-2)

3. Foto copy Surat Jual Beli sebidang tanah sebelun di ARty secuai dengan aslinga,
ibert 1anda {P-3 ] mr s e o b et o s b b e

4, Folo cepy Sural Kelerangnn Jusl éeii Sawuh i Desa Cihideung Ihr Kecumatan
Cihideung, sesuai dengan aslinya, diberi landa (P-4} 1 --weeorvermrramcacsrme e e ca

5. Foto copy Kwitangi pembayaran Scbidang lansh Sawsh seluzs 2130 M2
No.(C.849, tidsk adu aslinya, diben) tanda (P-5); - —smvermsmmms e csnmsmmswm o n et nmm s cee

6. Folo vopy Surgt Pernberitubuan Pajak Tantang Pajak Bumi dan Bangunan tabun
2001 Mo-‘sz.(}},f}d0,9‘.1:3,80&2:3{}6_’? siny nama TUGIY AH sestiny dengun osdinya

diber tanda (PrB ) 1w oo vt Ve
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7. Foto copy Kariu Tands Pendududuk MNe.32.03.05.2015/881/823287 tertanggai 08
Met 2001 atas namza Y da Korte Tanda Peaduduk Mo 32.03.05.26151433Y/

825570 lertunggasd 20 Maret 1999 aias nams MARTINA CHRIATY TUGIAN,

sesual dengan aslinys, diberi tmda (Pe?) | e

Menunbung, balnva folo copy surat bukti tersebut dialay, beroistersi cukup
dun telab dicocokan dengan ashuya dalun persidangan kecuali bukti (P-5) Penggueat

tidnk dapat roeenunjukan aslayn L -ommemenmeon - A e e gy = e e

Menimbaug, bahwn  selum ssral bultts  tereebut Penggagul  dulum
persilangan teloh niengajukan 2 {dag) orung suksi vausing - masing bemama | —ve---oo-
SAESE - 1 DRIRILG. HERTAMI DIATMIKG. diswnpali menerangkan scbugai
DT R o o e e e s e b e A e
- Puhwa mdksin kensd dengan Peogongal kavenns siduis tam i berlelauggs seduigho

dotean pars Tersngat avs fadak kemsd © e
o e b ke Dadi Pesgaegat pessub eanbo B faaah seluas 2008 M2 pada
il 1998 hare T Fulis gedunnbon: hargaayva sdto fedi Gl | o oo aenio o
+ Hedvs sabod Sen kewisd desge T Ysti dag sk v masih By L eerevamree e s
- [hsdvwea bonare Sertafikad tossebnt abas swnva Sihono (ahnadin ) ;e oo cvocnr o
- Dabwa beowr selowwg lunah tersebut ditunomi Palawipn dan jugn dinlng Lwiak
tersebul adu ssbush bungunan runsh sedangkae butavebulas tmah ferscba! sul
tidak mrengetahui | rvmvvnne W W W% e

DAKST 3L SUNNAH. disumpah mencranghan sebagus bertkul © cmmmveovoomscnac el

- Bahive sakwi tubn Penggupal perogh siembeli unah pada tahm 1994 sebasas 2000
M1 di Kp. Cihideung.. dengan harga Rp 40.000.000,- fernpat paloh juts rapish) | —

- Balvwa benor tanah fersebul sda tanaman dun sebioh bangunng roneah ;-vemvonmmnees

Babwa beanr selama Penggupat mengelods tansil torsebul aman dan tiduk ady yung

KEDETIHR | cmmver rr e s e e i e s s e W e e {

Jual Beli..., Don Arfan, FH UI, 2009



- Bahwu soksi tidek mengetsbei wektu Pengangal weyernhkan wung juul beli

iefSEblit; .............................................. e R e e T R R

Menimbang, bahwe Penggugsl menyatakue bukti-bukts cuknp dun Lidak ada

sesuaty fagt vang akan diajpkan. selanitnya niohon pulUsan j---=rewemmvaveeoscavommar
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; re--rmesrvsammmmvesanon
DALAM EESEPS] | wvmrrnss et msr oo et om0 4 07t s ms i o e

Menimbang., bahwi  muksud dun fupin Ponggugat adalub seperti viag

dinrarkas didadam surat gugatan Penggugal @ —eevesosio v inms s s

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I teiah mengajpkan eksopst dengan

atosan sepertl vang dinraikae didalan pabannya | - comeesmserni e

Menimbang, bahwa dulil alasun Twul Tergogat U1 meagapmban eksepsi
sndab” term asuk pokok perkara, oleb karena Hu oksepsi Turst Tergugal 117 haras
dinvalakan $1dak dapal Ierima 2 mme s o e g o e 2 e

DALAM POKOK PERKAR ; --anrorns amsasannn st hakimn - is e n - samaam b s s s

Menimbang, babwa apa yang telah dipertinbangkan didalan eksepsi pugs

termagnk dalany gerlmbongan pokok perkars | veesmrer vons mmvinii o s

Menimbang. babwa Tergugat, Turut Terpusd [ dus Twot Tergogst H ticdak
pernad hudie fagl puls tidak lernyala bubws biduk ddasgnya du disebedkan sialu

halagan vang, suh dan pula tidak mesywrub orang fate sebagr swakihipa oo mmeanenns

Menimbang, bidiwa berdasarkan bukti bertands P-2 terbuktital babws timah
terletuk d Desa Cihideung 1 Eabupalen Bogor scluns 1968 MY {(seribu sembilun

rats wstae ol weler parsegt), Telal oy Jileavie pade boagal 08 Mo 1830 (oonnen -

Menm g, babwa bordasarkis bukh bortassds £-3 terbukiilab babisva pudy
tangeal 08 Mei 1994 Ry, Yo (Purad Terguged 11§ felab wmenjusl sebidaig taals

yvang terfetak di Pesa Cihideung Iy Persil No 75 SJT seluus 196D w2 Emp;zd;z{
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MARTINA CHRISTY TUGIAH {(Penggugal] dan selanjutnyz, Penggugat {eish

M SMEDAYEI JUTIE | moim v e s s 2 s 1 b S i s R i e

Menimbang. bahwa berdasarkan sorat bokii yang bertanda P-2 dan P-3
dihubungkan dengan keterangan ¢na orene saksi dnrt Penggupat maka Miajetis Halem
barpendapat bahwa tanab seluay 1960 m2 telah dijunl kepads Penggupat, dan teiah
dibayar tunas, akan tetapd sertfikalnys magh pltas noma SKE AGUSTINALT SIHONG
{(Tergugat). aban tetapi tidak ada piliak yang duugikan | -~veerrmnmammmmrssncne oo n e

Menmmbnag. hﬂizgm uptuk senjamin Kepastian hukom antas lwn pal bel)
Mappun membalik amia sertafikal tanah aquo dmt Tovul Tergogul 1L Agiis Hak o
dapat mengabullcon augaian Penganaat snluok sedurii s v omere e e

Menimbung, babws oleh kavena gugafan Peuggngat dikabolkan, nyaku suduh
selayaknys kalwt pshak Tersugat dan pibak “Tuvar Tergugat dibrbankan uniuk
iE emimy;m' PR PETRAIT HHE mmemmrm s e e h e et e e e i

Mengingat Undang-vadang dan Peraturan Hukum lan yosg beesanghutun

GEHRUN PEFKATT 1T | mm e m e o o s S s T 4 T e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MENGADIL [ o i
1. Mengabulkan gogatan Penggugat untuk selurulingyn ) cevemrmr oo s v s
)

2. Menyatakans ssh jusl beh lertanggal 4 Jauuarl 1977, 28 Jubi 1977 duan tonggal 08

Tk

Menyatokan Bashwn Penggugal adajah pemibik yang sah atas sebiding sawah
seluas 1980 M2 yang terietak di Desa Citidenng iy Kecamainn Cimnpea
Elabupaten Bogor, -rrmersemvrmsm e e s s 2 s s et Ao
4. Memenintahkan kepadz turnt Tergugat I, untuk menbalik nan;a sertifkat Hak

Milk No.7 dari atas nama SRI AGUSTRNA SIHORO (TERGUGAT) keatas nata

MARTIMA CHRISTY TUGIAH {Penggigal J; «-—e--cvmrommmssmmmemn s e e e
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turet Tergugal 11 due Turut Tergugat 11

untuk membayar biaya perkara sebesar Hp. 545.000.. {ima rolus empat puluh

$embilan HibU sUpial) | -aemsrmsee s b s s o s
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Demiignlah diputuskon dalum rapal permusywwwradan Mujelis Hekn
Pengaditan Neger: Ctbinong pada hari SELASA tanggal 10 Seplemboer 2002 olih
Kami: ROKI PANJAITAN, SH. sebagar Hakim Eeluz Mujehs, LIDYA SASANDD
PARAPAT, SH dan ARTHA THERESIA, SH mosing -~ masing sebagasi Haldm
Anggotn, putusan mana dibaca%{ﬁsl dimuka sidang ymg terbuka untok wmum pads
hari: SELASA, tauggal 17 September 2002 oleh ROEI PANIAITAN, SH sebugn
Hakim Keiim,' LIDY A SASANDO PARAPAT, SH dzm- ARTHA THERESIA, SH
masing- masing sebapal Hukiun  Anggota, dengun dibante oleh MUHARMAD
HOESNA, SH. sebugat Panilera Pengganti dan dilindiri oleh Penguugat tenspn dibidin |

¢

Tergupat, Tusut Tergugal { Turet Tergogat i1 Turut Fevpupat 11

HAKIM ANGLOTA.

ARTHA THERESIA, SH

PAMITERA PENGGANTY,
/4

MUHAMAD HOESNAL SIL

Biya-biaya

- Administrasi ......._.... Rp. 36.000,- ’
- Papggilan............... Rp
- Redaksi................. Rp. 3.000- ~
o MR Rp,  6.000.-
JUMLAH e Rp
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